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ABSTRAK

Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang
transaksi antar sesama manusia yang melibatkan fisik dan barang-barang terkait
harta benda lainnya seperti hak dan kekayaan intelektual. Kontrak atau prinsip
transaksi Islam atau muamalah adalah menetapkan hukum Islam dari prosedur
pemindahan harta dan setiap daerah memiliki keunikan situasi dan praktik
muamalahnya masing-masing. Fenomena transaksi keuangan di Indonesia
menggunakan dua skema yaitu konvensional dan syariah. Walaupun di dalam
peraturan dan referensi sudah dijelaskan untuk menggunakan konsep Islami
tetapi ternyata market share untuk lembaga keuangan syariah masih rendah.
Jika dibandingkan dengan aset keuangan syariah di seluruh dunia, industri
keuangan syariah nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan dalam hal
pengembangan pangsa pasarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran dari Q.S
Al-Bagarah ayat 282 keterkaitannya dengan transaksi keuangan syariah yang
ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research), dimana menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, acuan
pokok dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen peraturan yang ada di
Indonesia dan tafsir Al-Qur’an ayat 282.

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan dokumen yang ada di
Indonesia terkait peraturan transaksi keuangan syariah dan hasil penafsiran Q.S
Al-Bagarah ayat 282 mengenai muamalah atau transaksi non tunai disebutkan
harus dicatatkan dan menghadirkan dua orang saksi. Hal tersebut relevan
dengan peraturan mengenai transaksi keuangan syariah yang ada di Indonesia,
yaitu pada UUD, Peraturan Bl, Fatwa DSN-MUI, dan OJK bahwa adanya
kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang
tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang dapat dipercaya. Namun bentuk
aplikasi dari penafsiran Q.S Al-Bagarah ayat 282 pada transaksi perbankan di
Indonesia mengenai adanya kehadiran dua orang saksi dalam transaksi diganti
dengan metode yang lain yang memiliki eksistensi yang sama.

Kata Kunci: Transaksi Keuangan Syariah, Penafsiran, Q.S Al-Bagarah 282
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“Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia

memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu

memperdayakan kamu tentang Allah” (Q.S Fatir:5).
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA
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0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Nomor: 158/1987 dan Nomor

HUTLEEEP Nama Huruf Latin Nama
\ alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

< Sa S es (dengan titik di atas)
@ jim J Je

z h H ha (dengan garis di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha

2 dal D De

3 zal Vi ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

J zai Z Zet

o sin S Es

o syin Sy es dan ye
ol sad S es (dengan garis di bawah)
o d’ad D de (dengan garis di bawah)
b ta T te (dengan garis di bawah)
] za Z zet (dengan garis di bawah)
& ‘ain i koma terbalik di atas

& gain G Ge

& fa’ F Ef

3 qaf Q Qi

d kaf K Ka

J lam L ‘el

A mim M ‘em

O nun N ‘en

) waw w W

° ha’ H Ha

& hamzah ‘ Apostrof

¢ ya’ Y Ye
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2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| B | ditulis | iddah

3. Ta’ marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| & | Ditulis | Hikmah [ & [ ditulis | Jizyah |
(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali
bila dikehendaki lafal aslinya)
a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

| sLlg¥1 Al < | Ditulis | Kardmah al-auliyd’ |

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau

dommah ditulis dengan t

EEES | Ditulis | Zakat al-fitr

4. Vokal pendek

Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
Dammah Ditulis U
5. Vokal panjang
1. | Fathah + alif Ditulis A
Al Ditulis Jahiliyah
2. | Fathah + ya’ mati Ditulis A
(el Ditulis Tansa
3. | Kasrah + ya’ mati Ditulis I
g A Ditulis Karim
4. | Dammah + wawu mati Ditulis U
o2 p Ditulis Furdd




6. Vokal rangkap

1. | Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
aliy Ditulis Bainakum
2. | Fathah + wawu mati Ditulis Au
Jet Ditulis Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

adl) Ditulis A’antum
oy Ditulis U’iddat
8. Kata sandang alif + lam
a. Biladiikuti huruf gomariyyah
| ol | Ditulis | Al-giyas

b. Biladiikuti huruf asyamsiyyah ditulis fdengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf 1 (el)-nya.

| slad | Ditulis | As-Sama
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| 02l 593 | Ditulis | Zawi al-furdd
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual beli atau
sejenisnya dan mu’amalah yang lain baik antara orang perorangan atau
lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah tentu harus
ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka
bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak
untuk dapat mewujudkan obyek dan terkait dengan perikatan tersebut. Akad
(perikatan)  tersebut ~memberi informasi dan formulasi yang
menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan
peranannya dalam merealisir obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan
masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas
obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila
mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara pihak. Akad atau
perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara pihak mengenai hak dan
kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak
dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan
akad/perjanjian dimaksuddan di lain pihak apabila tidak dapat
melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan
materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kedua belah pihak masing-masing telah terkait dengan perjanjian
dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama
hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan
mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya
dugaan pelanggaran atas akad. Sebuah transaksi syariah akan dapat
terwujudkan apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan
transaksi tersebut. Dari beberapa syarat dan rukun dalam bertransaksi
(bermuamalah) sesuai dengan syar’i dan setelah dipenuhinya syarat dan

rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial



sebagai hal yang membedakan dan menentukan antara transaksi yang syar’i
dan non syar’i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi
syariah (Arifin, 2017). Dalam masalah ekonomi syariah, kaum muslim tetap
mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah
Rasul. Bukan hanya secara prinsip, tetapi juga seluk beluk tata
perekonomian syariah. Dalam bidang perekonomian selain prinsip dan tata
cara aturannya, juga termasuk sarana dan prasarana transaksinya. Semua
ketentuan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang
hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Nilai yang
terkandung dalam Al-Qur’an berupa perintah, larangan, anjuran, kisah-
kisah nabi, kisah kaum terdahulu dan sebagainya pasti memiliki manfaat
baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia (Sitompul, dkk).
Memelihara harta benda bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia
diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki
halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut
yaitu Allah SWT. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga
dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan.
Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi
sebagian perintah Allah seperti infak, zakat haji, jihad dan sebagainya
(Sitompul, 2016).

Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang
transaksi antar sesama manusia yang melibatkan fisik dan barang-barang
terkait harta benda lainnya seperti hak dan kekayaan intelektual. Kontrak
atau prinsip transaksi Islam atau muamalah adalah menetapkan hukum
Islam dari prosedur pemindahan harta dan setiap daerah memiliki keunikan
situasi dan praktik muamalahnya masing-masing. Praktik (adat) tersebut
dapat diakui dan diterima oleh Islam asalkan menganut prinsip syariat Islam
dan tidak ada bukti dari Al-Qur'an atau Hadits bahwa hal itu terlarang
(Kholis, Nur dan Mu’allim, 2018). Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa
segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah halal

menurut hukum asal semua muamalah, bahwa tidak ada yang diharamkan



kecuali apa yang diharamkan Allah dan bahwa tidak ada agama selain yang
disyariatkan (Maulana, 2021).

Fenomena transaksi keuangan di Indonesia menggunakan dua
skema yaitu konvensional dan syariah. Walaupun di dalam peraturan dan
referensi sudah dijelaskan untuk menggunakan konsep Islami tetapi ternyata
market share untuk lembaga keuangan syariah masih rendah. Jika
dibandingkan dengan aset keuangan syariah di seluruh dunia, industri
keuangan syariah nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan dalam
hal pengembangan pangsa pasarnya. Sulitnya meningkatkan pangsa pasar
hingga menjadi daya tarik bagi masyarakat luas dan pemerintah menjadi
salah satu kendalanya (Eliana, 2020). Dalam hal mendapatkan pangsa pasar,
perbankan syariah menghadapi persaingan yang ketat baik dengan bank
konvensional maupun bank lain (Adenan, Moh dan Hermawati, 2021). Saat
ini potensi pengembangan industri keuangan syariah berbasis perusahaan
fintech atau teknologi keuangan di Indonesia cukup terbuka dan potensial.
Meskipun menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana (2018),
terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi seperti kurangnya
instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja fintech dari hulu ke hilir,
demikian juga ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech yang
mumpuni. Sementara menurut Webster dan Pizalla (2015) persaingan antara
fintech dan layanan keuangan tradisional relatif semakin intens setiap tahun
karena terus berkembangnya teknologi informasi.

Sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus
sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep
keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, dalam
konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung maysir, gharar,
tadlis, ikhtikar dan riba tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam
pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada
tujuan utama syariah yaitu magashid syariah. Maka setiap inovasi produk
dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan kedua hal tersebut.

Ismail (2014) menyimpulkan pembagian maghasid syariah menjadi tiga



kategori yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maslahah dharuriyat
disebut juga dengan maghasid al-khomsah yaitu agama, jiwa, keturunan,
akal dan harta. Maslahah hajiyat untuk menghilangkan kesempitan dan
kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Maslahah tahsiniyat
adalah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari
maghasid al-khamsah tersebut. Ismail (2014) maka inovasi fintech untuk
keuangan syariah harus berlandaskan maghasid syariah yang tertuang dalam
Al-Qur’an dan Hadist. Semakin terbukanya informasi publik dan semakin
mudahnya akses masyarakat terhadap internet maka peluang untuk
mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan syariah berbasis
digital sangat potensial dan pengembangan ini juga dapat meningkatkan
tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah (Nurfalah, Irfan dan Slamet,
2019).

Semakin berkembangnya zaman kini baik orang non muslim
maupun muslim di seluruh dunia menaruh perhatian pada keuangan syariah.
Dilihat dari unsur ekonomi negara kita merupakan bagian dari negara besar
dengan struktur ekonomi yang timpang. Hal ini karena sekelompok kapitalis
dengan gagasan ekonomi riba menguasai sebagian besar basis ekonomi
strategis (Zakiyah, 2021). Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah
di Indonesia, termasuk reksadana syariah, perbankan syariah dan lembaga
keuangan syariah lainnya merupakan indikasi perkembangan pasar
keuangan syariah di Indonesia yang tumbuh cukup pesat selama beberapa
tahun terakhir meskipun faktanya bahwa pasar keuangan Islam adalah
elemen baru (Apriyanti, 2018). Perkembangan keuangan syariah cukup
pesat khususnya untuk sektor perbankan syariah dimana beberapa bank
konvensional memiliki anak usaha syariah atau unit usaha syariah. Aset
perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif,
mengalami percepatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa aset
perbankan syariah mencapai 6,74% terhadap perbankan nasional,
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,51%. Baik BUS,
UUS maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif. 29 dari 33 bank



syariah (12 BUS dan 21 UUS) mempunyai induk Bank Umum
Konvensional. Hingga akhir tahun 2021, telah terdapat 11 UUS dan 3 BUS
yang memiliki share aset melampaui 10% aset BUK induknya. Sistem
transaksi keuangan Islam juga lebih beragam sebagai akibat dari munculnya
beberapa lembaga keuangan baru dengan struktur organisasi dan praktik
yang berbeda. Situasi di mana satu orang membuat janji kepada orang lain
atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu dikenal sebagai kontrak
atau kesepakatan. Sebagai agama yang komprehensif, Islam menetapkan
pedoman yang jelas mengenai perikatan dan perjanjian yang dapat
diimplementasikan dalam kehidupan. Sejumlah asas dan dasar mengenai
pengaturan dan kesepakatan yang mengikat terkandung dalam Al-Qur’an
dan As-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para fugaha sehingga
membentuk hukum perjanjian syariah (Farida, 2021).

Ekonomi keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang
menawarkan jawaban atas permasalahan yang dimiliki oleh mazhab liberal.
Karena memiliki potensi sebagai sarana membangun masyarakat yang adil
dan makmur, pertumbuhan ekonomi keuangan Islam telah berkembang
pesat di seluruh dunia hingga dua dekade terakhir. Berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 sebagaimana halnya di Indonesia, ekonomi keuangan Islam
di sisi lain menghadapi kesulitan sebagai akibat dari cara pandang liberal
yang lazim. Sebagai contoh mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan
sebagian besar umat muslim, masih belum mengetahui secara spesifik
bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang termasuk dalam lingkup sesuai
syariat Islam. Padahal sebagaimana perintah Allah untuk beragama secara
kaffah (sempurna dan menyeluruh), memahami makna larangan sangat
penting bagi umat islam (Zulfaa, 2018). Memperoleh harta adalah aktivitas
ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari
muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang
diharamkan/dilarang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Harta dikatakan
halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana

untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur



dalam Al-Qur’an. Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan
perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mngendalikan
setiap terjadi transaksi baik yang mnyebabkan pertambahan maupun
berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban.makna mencatat setiap
transaksi yang dilakukan merupakan perintah Allah yang terdapat dalam
Q.S Al-Bagarah 282.

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan untuk bisnis dan
perdagangan yang sah dan jujur sehingga setiap orang dapat menghidupi
diri mereka sendiri, keluarga mereka dan mereka yang membutuhkan
(Nugraha, 2022a). Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa ayat-ayat
ekonomi Islam ada sepuluh ayat. Namun, Abdul Wahab Khallaf tidak
memberikan penjelasan untuk sepuluh ayat dalam karyanya. Dalam
publikasi Rajawali Press tahun 201, buku karya Mardani yang berjudul Ayat
dan Hadis Ekonomi Islam didalamnya disebutkan bahwa surat Al-Bagarah
ayat 282 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang transaksi

keuangan syariah (Tarigan, 2012).
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu
bermuamalah secara tidak tunai dalam waktu tertentu, maka tuliskanlah.
Hendaklah salah seorang dari kalian menuliskannya dengan benar dan
jangan takut untuk menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah
kepadanya, maka hendaklah ia menulis. Dan apa yang akan ditulis

diimlakkan oleh yang berhutang dan takutlah kepada Allah Tuhannya, dan
tidak mengurangi apa pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang



yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan
bersaksi dengan dua saksi dari laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada
dua laki-laki, tidak apa-apa memiliki satu orang laki-laki dan dua wanita
dari saksi yang kamu sukai, sehingga jika yang satu lupa yang lain dapat
mengingatkannya. Ketika saksi dipanggil, jangan biarkan mereka enggan
bersaksi dan jangan bosan menuliskan hutang apa pun tidak peduli
seberapa besar atau kecil, sampai batas waktu pembayarannya. Ini lebih
benar di mata Allah, memperkuat kesaksian dan lebih dekat untuk tidak
menyebabkan keraguan. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah
itu perdagangan tunai yang kamu lakukan di antara kamu sendiri, maka
tidak ada dosa bagimu. Jika kamu tidak menulis mu‘amalah dan bersaksi
ketika bermuamalah dan apabila penulis dan saksi mempersulitnya satu
sama lain, maka itu adalah suatu kefasikan terhadap kamu. Dan
bertakwalah kepada Allah karena Allah mengajarkan kamu dan
mengetahui segalanya” (Q.S Al-Bagarah:282).

Surat Al-Bagarah ayat 282 dalam Al-Qur’an dikatakan sebagai ayat
yang paling panjang dan disepakati sebagian besar ulama memiliki arti yang
sama dengan ayat mudayanah (ayat hutang piutang). Ayat ini mengandung
anjuran untuk menulis transaksi yang dilakukan dan saksi harus dihadirkan
sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam perkembangan ekonomi
saat ini disebut juga dengan notaris (Faujiah, 2022a). Ayat Al-Qur’an yang
diwahyukan Allah SWT biasanya ditulis secara pendek, tetapi diungkapkan
dan dicatat panjang dalam ayat ini. Hal ini dapat menunjukkan perlunya
umat Islam untuk berhati-hati dalam hal urusan harta benda yang berfungsi
sebagai cara untuk meningkatkan kehidupan baik di dunia maupun di
akhirat. Menurut Az-Zuhaili, panjangnya ayat ini menunjukkan bahwa
Islam tidak memandang rendah harta dan bahkan ayat ini menunjukkan
bahwa Islam memperhatikan kesejahteraan ekonomi umatnya (A. H.
Waluya, 2020).

Secara sekilas ayat tersebut menunjukkan bukti kewajiban bagi
orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan
masih belum tuntas, tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan
kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa
dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan, untuk menghindari hal

tersebut maka diperintahkan untuk membuat catatan (Nugraha, 2022). Para



ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Qur’an yang turun tidak semuanya
memiliki asbabun nuzul. Para ulama juga sepakat bahwa konsep asbabun
nuzul mengacu pada sebab-sebab (peristiwa) yang menyebabkan
diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an. Namun jika dipahami bahwa Al-Qur'an
diturunkan sebagai petunjuk dan mengandung ajaran akhlak, maka setiap
ayat yang turun mengandung asbabun nuzul. Demikian halnya dengan Q.S.
Al-Bagarah ayat 282. Menurut catatan Rabbi, ayat 282 dalam surat Al-
Bagarah diturunkan ketika seorang pria mencari saksi di antara orang
banyak untuk mendapatkan kesaksian mereka, tetapi tidak ada yang mau
bersaksi. Ibnu Abbas juga menyatakan ayat ini muncul berkaitan dengan
transaksi bay' salam yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Setelah itu,
turunlah ayat ini untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang hutang
dan piutang (Solihin, Muhammad dan Yasiin, 2021).

Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan pandangan Al-
Qur’an sebagai sumber utama kegiatan muamalah dalam Islam mengenai
transaksi keuangan Islam. Melalui studi tentang ayat yang membahas pesan
dalam hal muamalah dengan menyajikan pandangan para ulama tafsir dalam
pembahasan ini. Sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif
tentang transaksi keuangan syariah di Indonesia.

B. Definisi Operasional
1. Transaksi Keuangan Syariah

Kata transaksi berasal dari bahasa Inggris “transaction”. Dalam
bahasa Arab sering disebut dengan al-Muamalat. Dengan demikian
transaksi merupakan kata lain dari al-Muamalat. Sedangkan pengertian
transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
perjanjian jual beli dalam perdagangan antara dua belah pihak (Efendi,
2017). Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang
menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum Islam sebagai
pedoman. Prinsip dan dasar syariat Islam tidak hanya diterapkan pada
sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga pengelola keuangan, termasuk
produk yang mereka tawarkan (Hasan, 2021). Akad yang digunakan pada



bank syariah di Indonesia menggunakan dua skema, pertama skema
funding (menghimpun dana) yang dalam transaksi sehari-hari berupa
giro, tabungan dan deposito dengan prinsip wadiah dan syrikah. Kedua
skema landing (menyalurkan dana) yang terbagi atas akad pembiayaan
murabahah, akad ijarah (sewa), akad pembiayaan musyarakah dan
mudharabah (Muhammad, n.d.).

2. Q.S Al-Bagarah Ayat 282

Q.S Al-Bagarah merupakan surat yang didalamnya terdapat muatan

ayat paling banyak diantara 114 surat yang ada dalam Al-Qu’ran, yaitu
berjumlah 286 ayat (Ulya, 2020). Ayat ke 282 dari surat Al-Bagarah
adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur’an. Ayat ini menjelaskan tentang
hutang piutang atau ayat kemasyarakatan. Surat ini dinamakan Al-
Bagarah yang artinya sapi betina karena didalamnya disebutkan kisah
sapi betina (Syahputra, 2019). Berkaitan dengan posisi turunnya QS. Al-
Bagarah ayat 282 termasuk ke dalam kategori surat madaniyyah yang
artinya diturunkan sebelum hijrah (K. Ulum, 2017).

3. Penafsiran

Arti kata tafsir secara istilah adalah ilmu memahami kitab suci Al-
Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan penjelasan
maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah didalamnya. Menurut
sebagian ulama, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang petunjuk dan
makna Al-Qur’an yang dimaksudkan oleh Allah SWT dan diperoleh
dengan kemampuan manusia. Tafsir Al-Qur’an menempati posisi sentral
dalam perkembangan tradisi intelektual umat Islam. Sebagai sumber
utama, Al-Qur’an selama berabad-abad telah dieksplorasi dan dipahami
menggunakan berbagai macam pendekatan dan metode untuk memenuhi
setiap kebutuhan zaman (Nazhifah, Dinni dan Karimah, 2021a).
C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi keuangan syariah merujuk pada dokumen

peraturan yang ada di Indonesia?

2. Bagaimana transaksi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan
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perspektif Q.S Al-Bagarah Ayat?
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi keuangan syariah di
Indonesia berdasarkan dokumen peraturan yang ada di Indonesia
b. Untuk mengetahui transaksi keuangan syariah di Indonesia
berdasarkan perspektif Q.S Al-Bagarah ayat 282.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk :
a. Manfaat Teoritis

1) Menambah ilmu pengetahuan.

2) Sebagai wacana dan pengembangan teori dalam ilmu di
Perbankan Syariah khususnya mengenai transaksi keuangan
syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Bagarah Ayat 282.

3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan
penelitian serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan jenjang Strata 1 pada Program Studi Perbankan
Syariah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2) Bagi program studi Perbankan Syariah bisa menambah
pengetahuan yang luas tentang analisi transaksi keuangan syariah
di Indonesia perspektif Q.S Al-Bagarah Ayat 282.

3) Dapat digunakan sebagai masukan serta gambaran bagi
masyarakat umum tentang penafsiran Q.S Al-Bagarah ayat 282
relevansinya dengan transaksi keuangan syariah di Indonesia.

E. Kajian Pustaka
Adapun penelitian yang membahas tentang analisis transaksi
keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Bagarah Ayat 282 atau
sejenisnya yang secara teoritis dan praktis berkaitan dengan penelitian

penulis, dan anlisis sebagai berikut :
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Muthiatul Alya, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim (2019) yang berjudul “Nilai Kepercayaan
dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah Ayat 282
Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang”. Hasil
penelitian mengatakan bahwa surat Al-Bagarah ayat 282 berkaitan
tentang sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang
membahas tentang makna amanah dan pertolongan sesuai dengan Al-
Qur'an surat Al-Bagarah ayat 282, baik dari segi amanah maupun murni
membantu atau membantu nasabah tanpa riba (Alya, 2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifudin (2016) yang berjudul “Analisis
Terhadap Ayat Akuntansi Dalam Tafsir Al-Mishbah”. Hasil penelitian
menunjukan bahwa kesamaan hasil interpretasi kitab tafsir karya
Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian Indonesia
dapat dilihat pada konsep akuntansi syariah, yaitu akuntansi yang sesuai
dengan syariat Islam dan akuntansi konvensional yang sama-sama
menggunakan prinsip jaminan keuangan dan satuan ekonomi, penahunan
(hauliyah), pembukuan langsung, kesaksian dan perbandingan
(mugabalah), kesinambungan (istimrariah), dan penjelasan (idhah)
(Rahman, 2016).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridhwan Ar-Rasyid dan Efri
Syamsul Bahri, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Indonesia (2019)
yang berjudul “Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam
Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia”. Hasil
penelitian mengatakan bahwa penetapan fatwa akad transaksi syariah di
Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai pertimbangan dengan
tujuan untuk kemaslahatan umat dengan memanfaatkan konsep
pendekatan nash gath'i yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits
yang sering digunakan oleh DSN-MUI dalam menentukan fatwa (Ar
Rasyid, Muhammad Ridwan dan Bahri, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah, STAI An-Najah Indonesia
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Mandiri Sidoarjo (2022) yang berjudul “Penerapan Akuntansi Anti
Korupsi (Sebuah Penafsiran pada Q.S Al-Bagarah Ayat 282)”. Hasil
penelitian menyatakan bahwa analisis dari tafsir ayat tersebut merupakan
gambaran perhatian ajaran Islam terhadap kegiatan perekonomian, dalam
ini adalah transaksi hutang atau non tunai yang dibutuhkan masyarakat.
Menyadari pentingnya mencatat setiap transaksi tentu dapat
memfasilitasi masalah yang dapat menghambat proses bisnis. Selain itu,
rumusan tentang pelengkap hutang diberikan dalam ayat 282 Surat Al-
Bagarah dan rumusan itu adalah pencantuman saksi (notaris) dalam
pencatatan. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing pihak agar kesulitan atau kemadhorotan bisa dihindari (Faujiah,
2022b).

. Penelitian yang dilakukan oleh Hajarul Akbar, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh (2021) yang berjudul “Perintah Untuk Mencatat
Hutang (Pada Q.S Al-Bagarah ayat 282)”. Hasil penelitian mengatakan
bahwa terkait pencatatan dalam hutang piutang itu sendiri para mufasir
dan fugaha sepakat bahwa ayat 282 pada surat Al-Bagarah ini adalah
landasan pokok dalam kajian pencatatan hutang. Al-Qurthubi dan
Wahbah Az-Zuhaili sependapat dengan Al-Maraghi bahwa pencatatan
hutang dan piutang perlu dilakukan, karena selama masa tenggang
dimungkinkan melupakan beberapa perjanjian yang ada dan bisa
mengakibatkan perselisihan (Akbar, 2021).

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Hasil Penelitian Persamaan dan

Penelitian Perbedaan

Muthiatul Alya, | Hasil penelitian | Perbedaannya yaitu
Universitas Islam | mengatakan bahwa | dalam penelitian
Negeri (UIN) Maulana | surat Al-Bagarah | Muthiatul Alya lebih
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Malik Ibrahim (2019),
yang berjudul “Nilai

ayat 282 berkaitan

dengan sistem akad

mengarah  terhadap

nilai kepercayaan

Kepercayaan dan [ wadiah di BMT | dan tolong menolong
Tolong Menolong | Manarul Qur'an | yang terkandung
Dalam Al-Qur’an | Lumajang membahas | dalam  surat  Al-
Surat Al-Bagarah Ayat | tentang makna | Bagarah ayat 282
282 Pada Sistem Akad | amanah dan | pada sistem akad
Wadiah di  BMT | pertolongan  sesuai | wadiah di BMT
Manarul Qur’an | dengan  Al-Qur'an | Manarul Qur’an di
Lumajang”. surat Al-Bagarah | Lumajang.

ayat 282, baik dari

segi amanah maupun

murni membantu

atau membantu

nasabah tanpa riba.
Abdul Rahman, | Hasil penelitian | Perbedaannya yaitu

Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Sulthan
Thaha Saifudin
(2016), yang berjudul
“Analisis  Terhadap
Ayat Akuntansi Dalam

Tafsir Al-Mishbah”.

menunjukan bahwa

kesamaan hasil
interpretasi Kitab
tafsir karya

Muhammad Quraish
Shihab

sistem perekonomian

dengan
Indonesia dapat
dilihat pada konsep
akuntansi  syariah,
yaitu akuntansi yang
sesuai dengan syariat
Islam dan akuntansi
konvensional yang

Sama-Sama

pada penelitian
Abdul Rahman
menganalisis tentang
ayat akuntansi
dengan

menggunakan tafsir
Al-Mishbah
tidak pada

saja
tafsir-

tafsir yang lain.
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menggunakan
prinsip jaminan
keuangan dan satuan
ekonomi, penahunan
(hauliyah),
pembukuan
langsung, kesaksian,
perbandingan
(mugabalah),
kesinambungan
(istimrariah),  dan

penjelasan (idhah).

Muhammad Ridhwan
Ar Rasyid dan Efri
Syamsul Bahri,
Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Indonesia (2019),
yang berjudul

“Pertimbangan Dewan
Syariah Nasional
Dalam  Menetapkan
Fatwa Akad Transaksi

Syariah di Indonesia”.

Hasil penelitian

mengatakan  bahwa
penetapan fatwa akad
transaksi syariah di
Indonesia dilakukan
dengan melalui
berbagai
pertimbangan
dengan tujuan untuk
kemaslahatan umat
dengan
memanfaatkan
konsep pendekatan
yang
mengacu pada Al-
Qur'an dan Al-Hadits

nash  qath'i

yang sering
digunakan oleh
DSN-MUI dalam

Perbedaannya adalah
pada penelitian
Muhammad

Ridhwan Ar Rasyid
dan Efri
Bahri
penetapan fatwa pada
akad
syariah di Indonesia
yang dilakukan

dengan melalui

Syamsul

mengatakan

transaksi

berbagai timbangan.
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menentukan fatwa.

Ani Faujiah, STAI An-
Najah

Mandiri
(2022), yang berjudul

Indonesia

Sidoarjo

“Penerapan Akuntansi
Anti Korupsi (Sebuah
Penafsiran pada Q.S
Al-Bagarah Ayat
282)”.

Hasil

menunjukkan bahwa

penelitian

analisis dari tafsir
ayat tersebut
merupakan

gambaran perhatian
ajaran Islam terhadap
kegiatan

perekonomian,
dalam ini adalah
transaksi hutang atau
yang
mungkin dibutuhkan

non  tunai
masyarakat.
Menyadari

pentingnya mencatat
setiap transaksi tentu
dapat memfasilitasi
masalah yang dapat
menghambat proses
itu,

bisnis. Selain

rumusan tentang
pelengkap  hutang
diberikan dalam ayat
282 Al-

Bagarah

Surat

dan
rumusan itu adalah
pencantuman  saksi
(notaris) dalam

pencatatan. Tentu hal

Perbedaannya adalah
pada penelitian Ani
Faujiah  membahas
penerapan akuntansi
yang
pada

anti  korupsi
terdapat
penafsiran surat Al-

Bagarah ayat 282.
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ini juga disesuaikan
dengan  kebutuhan
masing-masing pihak
agar kesulitan bisa

dihindari.

Hajarul Akbar,
Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh (2021),
yang berjudul
“Perintah Untuk
Mencatat Hutang

(Pada Q.S Al-Bagarah
ayat 282)”.

Hasil penelitian
mengatakan  bahwa
terkait  pencatatan

dalam htang piutang

itu sendiri  para
mufasir dan fugaha
sepakat bahwa ayat
282 pada surat Al-
Bagarah ini adalah
landasan pokok
dalam kajian
pencatatan htang. Al-

Qurthubi dan
Wahbah Az-Zuhaili
sependapat dengan
Al-Maraghi  bahwa
pencatatan  hutang
dan piutang perlu
dilakukan,  karena
selama masa
tenggang

dimungkinkan

melupakan beberapa
perjanjian yang ada
dan bisa

mengakibatkan

Perbedaannya yaitu

pada penelitian
Hajarul Akbar
mengarah pada
perintah untuk
mencatat htang

piutang berdasarkan

pada surat  Al-

Bagarah ayat 282.
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perselisihan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi 5
(lima) BAB sebagai upaya untuk mempermudah dalam membaca serta
mempelajari hasil penelitian. Adapun 5 (lima) BAB tersebut adalah:
BAB | PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka dan sistematika pembahasan.
BAB Il LANDASAN TEORI

BAB Il berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.
BAB |11l METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB Il ini akan dijelaskan mengenai persiapan analisis data
penelitian mulai dari pengumpulan sampai pelaksanaan analisis data.
BAB IV PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang mencakup hasil
penafsiran kitab tafsir terhadap Q.S Al-Bagarah ayat 282 dan beberapa
dokumen terkait peraturan transaksi keuangan syariah di Indonesia akan
dijelaskan pada BAB ini.
BAB V PENUTUP

Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari
pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan
masalah penelitian ini.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka
yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-

lampiran dan daftar riwayat.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Transaksi Keuangan Syariah
1. Pengertian Transaksi Keuangan Syariah

Salah satu bentuk muamalah adalah kegiatan ekonomi yang
dimaksudkan untuk memperoleh kekayaan. Harta dikatakan halal dan
bermanfaat jika niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana
mendapatkannya juga benar, terutama sesuai dengan dalil yang
tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Transaksi merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan sesorang dan menimbulkan perubahan
terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun
berkurang. Dalam akuntansi syariah transaksi dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu :
1) Transaksi yang halal adalah semua transaksi yang sesuai dengan

syariat Islam
2) Transaksi yang haram yaitu semua transaksi transaksi yang dilarang
oleh syariat Islam

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul Dasar-
Dasar Akuntansi Perbankan Syariah, transaksi adalah kejadian
keuangan atau ekonomi yang melibatkan paling tidak dua pihak
(seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling
melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha,
pinjam meminjam atas dasar suka ataupun atas dasar suatu ketetapan
hukum atau syariah yang berlaku (Zulkifli, 2003). Mursyidi (2010)
mengatakan dalam buku Akuntansi Dasar bahwa transaksi adalah
kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis, tidak hanya mencakup jual
beli barang dan jasa, melakukan pembayaran dan penerimaan uang
tetapi juga akibat adanya kehilangan, kerugian dan peristiwa lain yang
dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan pengertian transaksi menurut Skousen (2009) dalam
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bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Keuangan
mengatakan bahwa transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara
(baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain
yang mempunyai pengaruh ekonomi bisnis. Dalam sistem ekonomi
yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan-aturan
hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal
manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah yang dapat dikategorikan
menjadi dua yaitu transaksi halal dan haram. Transaksi keuangan
merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian
yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Transaksi keuangan
mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang.

Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sangat
dinamis yang sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi
nasabah. Kontrak yang terjalin antara bank dengan nasabah atau satu
lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya
tidak lepas dari produknya. Lembaga keuangan syariah lahir dari
berbagai akad muamalah, akibatnya sektor keuangan syariah juga harus
meresponnya dengan akad-akad yang revolusioner. Sebagai respon
terhadap transaksi keuangan nasabah yang cenderung mengikuti
perkembangan transaksi keuangan modern, lembaga keuangan syariah
saat ini mengembangkan inovasi akad dalam bentuk multi akad.
Menjadi pertimbangan penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
akan menggunakan kontrak ini sebagai panduan ketika mengeluarkan
fatwa tentang transaksi keuangan syariah. Karena proses transformasi
dalam bentuk peraturan perbankan Indonesia fatwa Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dapat memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan
(Zubair, Muhammad Kamal dan Hamid, 2016).

Transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi
keuangan perusahaan atau unit organisasi, karena dengan adanya
transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita dapat melihat bagaimana

perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi perusahaan dan
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bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan tersebut (Nasir, 2018). Sebagaimana dijelaskan di
atas transaksi merupakan perbuatan dan hubungan antar sesama
manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengeketa
tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari
mereka dengan berpadukan syariah. Pengertian ini jelas menunjukkan
hubungan antara transaksi dengan syariah. Syariah menjadi guideline
(pedoman) bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak
mengikuti syariah berarti dilarang (diharamkan). Syariah merupakan
ketentuan-ketentuan Allah yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi
umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariah adalah satu-satunya
way of life yang harus dipercaya oleh seorang mukmin yang dapat
mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
(Kholis, 2017).

Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan
antara ijab dan gabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad
merupakan tindakan dari kedua belah pihak yang melaksanakan
pertemuan ijab dan gabul yang menyatakan kehendak dari salah satu
pihak. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum
dalam sebuah transaksi.

. Prinsip-Prinsip Transaksi Keuangan Syariah

Wasila (2002) transaksi keuangan pada bank syariah pada
prinsipnya dapat diklasifikasikan dalam lima prinsip yaitu prinsip
titipan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa
(Yunita, 2019).

a. Pada prinsip titipan menggunakan akad antara lain :
1. Wadiah
Wadiah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana
kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan
keamanan. Akad wadiah merupakan akad penitipan dari pihak

yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima
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titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima
titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut
dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang
titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara
penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan
pada pemilik barang dan lain-lain yang dianggap penting

(Nurhayati, 2017).

Jenis akad wadiah ada dua yaitu :

1) Wadiah amanah yaitu wadiah di mana uang atau barang
yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh
digunakan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas
kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan
selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan
penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

2) Wadiah yadh dhamanah yaitu di mana penerima titipan
dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin
pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan
tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik
mengehendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak
wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun
penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak
boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang.

Rukun akad wadiah :

1. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang/pihak yang menitip

(muwaddi’) dan pihak yang menyimpan (mustawada’)

2. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan (wadiah)

3. ljab Qabul

Syarat akad wadiah :

1. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga

serta memelihara barang titipan.

2. Objek wadiah atau benda yang dititipkan tersebut jelas dan
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diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.

3. ljab gabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi
saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang
dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pada prinsip bagi hasil menggunakan akad antara lain :
1. Musyarakah
Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan
mencari keuntungan. Dalam musyarakah para mitra sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan
bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus
digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dititipkan
bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan
pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya.
Rukun akad musyarakah :
1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. ljab Qabul
4. Nisbah keuntungan
Syarat akad musyarakah :
1. Pelaku atau para mitra harus cakap hukum
2. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan
dilakukannya akad miusyarakah yaitu harus ada modal dan
kerja
3. Pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh
dua belah opihak, misalnya sepertengah, sepertiga dan
sebagainya
2. Mudharabah
Secara istilah mudharabah berarti seorang malik atau

pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk
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berniaga dengan modal tersebut, keuntungan dibagi diantara
keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq mudharabah ialah akad
diantara dua belah pihak dan salah satu pihak menterahkan modal
kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan
keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil
kesepakatan.

Rukun akad mudharabah :

1. ‘Agidain yakni orang yang mempunyai modal dan pengelola
(mudharib)

2. Ma’qud ‘alaih yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan
keuntungan

3. ljab Qabul

Syarat akad mudharabah :

1. ‘Agidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu,
mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi
musta’man (non muslim) yang terdapat di negeri Islam

2. Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal
tidak jelas maka mudharabah tidak sah

3. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya.  Destinasi
diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh
keuntungan. Bilamana keuntungannnya tidak jelas maka
akibatnya akad mudharabah menjadi fasid (Herman dkk,
2021).

3. Muzara’ah
Muzara’ah dalam arti bahasa berasal dari wazan
mufa’alah dari akar kata zara’a. Muzara’ah yang fi il madhi-nya
zara’a seperti dalam kalimat zara’ahu muzara’atan artinya ia
bermuamalah (mengadakan kerja sama) dengan cara muzara’ah.

Dalam pengertian istilah muzara’ah adalah salah satu cara untuk

menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja
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sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya
dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan
(nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf
(adat kebiasaaan).
Rukun akad muzara’ah :
1. ‘Aqid yaitu pemilik tanah atau penggarap
2. Ma’qud ‘alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan
pekerjaan penggarap
3. ljab Qabul
Syarat akad muzara’ah :
1. Seorang Agid harus Mumayyiz dan bukan orang yang murtad
2. Tanah garapan jelas dan ada penyerahan tanah
3. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, sepertiga, setengah dan
lain-lain
4. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua belah pihak
yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan
mensyaratkan bagi salah satunya mendapatkan sekedar
pengganti benih (Yunari, 2016).
. Musagah
Musaqoh ialah bentuk yang lebih simpel dari muzara’ah
bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman
dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah
tertentu dari hasil panen. Jadi dapat dipahami bahwa musagah
ialah akad/perjanjian kerjasama dibidang pertanian, yang mana
penggarap lahan harus merawat, memelihara dan menjaga
perkebunan atau sawah, tambak dan lain-lain dari hasil tersebut
dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya yang
sesuai dengan akad musagah.
Rukun akad musagah :
1. Dua orang yang akad (al-agidani). Disyaratkan harus baligh

dan berakal
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2. Objek musagah berdasarkan pendapat ulama hanafiyah ialah
pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi
berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafiyah lainnya
dibolehkan musagah atas pohon yang tidak berbuah sebab
sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman

3. Di syaratkan menentukan buah ketika akad guna kedua pihak

4. Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika
disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan
secara bersama-sama akad menjadi sah

5. Sighat, berdasarkan pendapat ulama Safi’iyah tidak
dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad
musagah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah
membolehkannya sebab yang terpenting ialah maksudnya
Syarat akad musaqgah :

1. Syarat yang berhubungan dengan ‘agidain, yakni harus
berakal

2. Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni di syaratkan
adanya penentuan macam apa saja yang akan diterima

3. Waktu yang diperlukan dalam musagah juga harus diketahui
dengan jelas

4. Akad musagah dilaksanakan dalam keadaan pohon
menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam
keadaan yang demikian tentunya pohon membutuhkan
perawatan

5. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa
banyaknya (Hasan, 2018).

c. Pada prinsip jual beli menggunakan akad antara lain :
1. Murabahah
Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.

Pelaksanaan akad ini menggunakan dua bentuk perjanjian yaitu
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konvensional dan syariah, bagaimana kepastian hukum akad ini

ditinjau dari segi hukum positif Indonesia adalah penting untuk

dipahami. Murabahah merupakan natural certainty contract yaitu
suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki
kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah

maupun dari segi penyerahannya (Zulfikri, 2019).

Rukun akad murabahah :

1. Penjual dan Pembeli (Ba i dan Musytari)

2. Barang (Mabi’)

3. Harga Jual (Tsaman)

4. ljab Qabul

Syarat akad murabahah :

1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal
(harga perolehan/pemberian). Semuanya harus diketahui oleh
pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah
murabahah

2. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil
penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan
syarat sah jual beli pada umumnya

3. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah
dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual.
Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada
pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang
timbul dari akad sah

4. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba,
baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah
sebagai pembeli dengan penjual barang), maupun pada akad
yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah

2. Salam

Jual beli salam adalah menjual suatu barang yang
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penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-
cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal
terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian
hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban. Atau dengan
kata lain jual beli salam ialah transaksi jual beli yang
pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan
penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Rukun akad salam :

1. Orang yang berakal dan baligh

2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan
harganya

3. ljab Qabul

Syarat akad salam :

1. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan
terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan
berapa lama sampai pembayaran berakhirnya

2. Syarat yang berhubungan dengan barang (objek) salam harus
jelas ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya (Simal, 2019).

. Istishna

Menurut Muhammad Nizarul Alim, istishna adalah akad
jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang akan disepakati
antara pesanan (pembeli/mustahni) dan penjual (pembuat/shani).

Jika penjual memerlukan pihak lain untuk memenuhi pesanan

pembeli maka disebut dengan istishna paralel (Ardi, 2016).

Rukun akad istishna :

1. Produsen atau pembuat barang

2. Pemesan atau pembeli barang

3. Proyek atau usaha barang

4. Harga
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5. ljab Qabul

Syarat akad istishna :

1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan
untuk melakukan jual beli

2. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji

3. Apabila isi akad disyaratkan shani’ hanya bekerja saja, maka
akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi ijarah

4. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk
mengadakan/membuat barang itu

5. Barang/objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti
jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya

6. Barang tersebut tidak masuk dalam kategori yang dilarang
syara’ (najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan
kemadhorotan.

d. Pada prinsip sewa menyewa menggunakan akad antara lain :
1. ljarah
ljarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang

dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan

menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ljarah adalah

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa

diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri, dengan

demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan,

tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan

kepada penyewa (Tehuayo, 2018).

Rukun akad ijarah :

1. Orang yang berakad

2. Sewa/imbalan

3. Manfaat

4. ljab Qabul
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Syarat akad ijarah :

1. Orang yang berakad harus baligh, berakal, cerdas dan
memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau
mengendalikan harta

2. Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan

3. Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa
dan untuk apa disweakan

4. Upah sewa menyewa harus jelas, tertentu dan bernilai

. ljarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik

Dari susunan katanya, ljarah Muntahiya Bi Al-Tamlik

memiliki susunan kata yang terdiri dari “Al-Ijarah” dan “At-
Tamlik”. Menurut para ulama Ijarah adalah suatu akad yang
mendatangkan manfaat secara jelas lagi mubah berupa suatu dzat
yang yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah
tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan
imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan kata
At-Tamlik secara bahsa artinya menjadikan orang lain memiliki
sesuatu dan menurut istilah adalah tidak keluar dari maknanya
secara bahasa. At-Tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap
benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau
tidak. Menurut Hasbi Ramli ljarah Muntahiya Bi Al-Tamlik
adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa pada saat
tertentu sesuai dengan akad sewa.

Rukun akad ljarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik :

1. Penyewa (Musta ’jir)

2. Pemilik Barang (Mu ajir)

3. Harga Sewa (Ujrah)

4. ljab Qabul

Syarat akad ljarah Muntahiya Bi Al-Tamlik :

1. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad
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Ma’jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam
Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan dan manfaat atas
transaksi ijarah muntahiya bittamlik harus diberikan oleh

musta’jir kepada mua’jir (Dzubyan, 2019).

e. Pada prinsip jasa menggunakan akad antara lain :
1. Wakalah

Akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh

seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang

bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa

dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian

upah pada akad wakalah dinamakan sebagai wakalah bil ujrah.

Rukun akad wakalah :

1.
2.
3.
4.

Pemberi kuasa dan penerima kuasa (Muwwakil dan Wakil)
Objek Wakalah

ljab Qabul

Ujrah

Syarat akad wakalah :

1.

Muwwakil dan Wakil boleh berupa orang atau semisal dengan
orang seperti badan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum

sesuai dengan syariah dan Undang-Undang yang berlaku

. Dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh

diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu
dan diketahui oleh wakil dan muwwakil secara jelas, serta

harus bisa dilakukan oleh pihak wakil

. Akad wakalah harus dinyatakan dengan jelas dan tegas,

dimengerti kedua belah pihak yang berakad, baik secara
tertulis, lisan, isyarat dan dilakukan dengan berbasis teknologi
internet sesuai pedoman syariah dan Undang-Undang yang

berlaku

. Dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai

kemanfaatannya barang tersebut, kuantitas atau kualitas ujrah
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harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal,
atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua
belah pihak yang melakukan akad (Madinah, 2019).
2. Kafalah
Kafalah atau yang biasa disebut dengan Dhaman secara
bahasa artinya menggabungkan jaminan beban dan tanggungan.
Secara istilah kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada
pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang
dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain
sebagai penjamin.
Rukun akad kafalah :
1. Kafil (Penjamin)
2. Maf’ul lahu (Orang yang berpiutang)
3. Maf’ul anhu (Orang yang berhutang)
4. Maf’ul bihi (Objek penjaminan)
5. ljab Qabul
Syarat akad kafalah :
1. Penjamin harus baligh, berakal, tanpa paksaan dan memiliki
kemampuan untuk menjaminkan
2. Orang yang berpiutang harus kenal dengan kafil dan hadir saat
akad wakalah
3. Objek penjaminan harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
Dapat berupa uang benda atau pekerjaan (Harahap,
Muhammad Arfan dan Sudiarti, 2022).
3. Hiwalah
Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang
satu dengan orang yang lainnya dengan kadar hutang yang sama.
Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan dari satu orang
kepada orang lain. Dalam pengertian lain hiwalah adalah
pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang (Muhil)

menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang
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(Muhal ’alaih).

Rukun akad hiwalah :

1. Muhil yaitu orang yang berhutang sekaligus berpiutang

2. Muhal atau Muhtal yaitu orang yang berpiutang kepada muhil

3. Muhal ‘Alaih yaitu orang yang berhutang kepada Muhil dan
wajib membayar hutang kepada Muhtal

4. Ada hutang pihak pertama dan pihak kedua (Muhal bih) yaitu
hutang Muhik kepada Muhal

5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Hutang Muhal
‘alaih kepada Muhil

6. ljab Qabul

Syarat akad hiwalah :

1. Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak ada unsur
paksaan (kerelaan)

2. Syarat Muhal bih (hutang) hendaklah berbentuk hutang lazim.
Hutang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan. Ringkasnya
setiap hutang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah
juga untuk dipindah-pindahkan (Nurazizah, 2021).

. Rahn

Rahn merupakan menjadikan barang yang mempunyai
nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang,
hingga orang yang yang bersangkutan boleh mengambil barang
atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu.

Rukun akad rahn :

1. Rahin dan Murtahin (Pemberi dan penerima barang)

2. Marhun (Barang yang digadaikan)

3. ljab Qabul

Syarat akad rahn :

1. Rahin dan Murtahin, keduanya harus melakukan sesuatu
perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syar’iat Islam yakni

baligh dan berakal



33

2. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu.
Pemberian hutang misalnya, hal ini dapat disamakan dengan
dengan pembeli

5. Qardh
Qardh atau hutang piutang adalah akad yang dilaksanakan
olen dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut
mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan
harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus
mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa Yyang
diambilnya dahulu.

Rukun akad gardh :

1. Agid yakni yang berhutang dan yang memberi hutang

2. Ma’qud alaih yakni barang yang dihutangkan

3. ljab Qabul

Syarat akad gardh :

1. Orang yang berutang dan berpiutang (aqid), keberadaannya
sangat penting sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad
andai tidak ada aqid

2. Obyek hutang harus memiliki syarat antara lain benda bernilai,
dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang
dan telah ada pada masa perjanjian dilakukan

3. Sighat, ijab adalah pengakuan dari pihak yang memberi hutang
dan gabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang

Di dalam melakukan transaksi keuangan syariah, juga harus

dilandasi dengan akuntansi keuangan syariah. Oleh sebab itu, akuntansi
syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan
sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang
sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi
tersebut tidak sesuai dengan syariah (SAK, IAl). Menurut Muhammad
dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi

prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai
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pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.
a. Prinsip Pertanggungjawaban
Pada umumnya dalam kebudayaan kita tanggungjawab
diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab,
dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung
akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka
menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung
dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan
akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis
harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah
diamanahkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban
diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.
b. Prinsip Keadilan
Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang
antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan
menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain
keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang
menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari
kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai
yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi
juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah
manusia. Dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa kita harus mengukur
secara adil jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang
untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan
kepada orang lain kita menguranginya.
c. Prinsip Kebenaran
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia arti kebenaran, yaitu 1.
Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya)
2. Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada) 3. Kejujuran,
ketulusan hati 4. Selalu izin, perkenanan 5. Jalan kebetulan. Dari

penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam
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akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan
dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.
Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran
kekayaan, hutang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan
laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktenya wajib
mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil
berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu.
Dalam Q.S Al-Bagarah ayat 282 Allah SWT memerintahkan
untuk mencatat muamalah (transaksi) yang mengakibatkan
perubahan dalam aset perseorangan atau organisasi. Muamalah
merupakan bagian penting dari ekonomi umat, sehingga
pelaksanaannya harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Akad atau
transaksi teramat penting, transaksi itulah yang mengatur hubungan
antar pihak yang terlibat. Transaksi itu pula yang mengikat
hubungan antara kedua belah pihak sejak akad dimulai sampai masa
berlakunya berakhir (Susilowati, 2017).
B. Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam
semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan
hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki
secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap
aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang
menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan
buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan
membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola
yang baik dan disiplin pasar yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur
aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang
menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun
interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang

berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi
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semua pelaku dan steakholder entitas yang melakukan transaksi

syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai

moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi

menguntungkan, sinergis dan harmonis (Alamanda, 2022).

C. Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah
Transaksi syariah berasaskan pada lima prinsip utama yakni
persaudaraan ~ (ukhuwah), keadilan (‘adalah), kemaslahatan

(maslahah), keseimbangan (tawazun) dan univeralisme (syumuliyah).

a. Asas Persaudaraan (ukhuwah), menjalin hubungan secara universal
dengan saling tolong menolong. Prinsip-prinsipnya meliputi saling
berealisasi dan bersinergi, saling tolong menolong, saling mengenal,
saling menjamin dan saling memahami. Dalam transaksi syariah
tidak memperbolehkan mencari keuntungan di atas kerugian orang
lain karena dalam mendapatkan sharing economic atau manfaat,
transaksi syariah menjunjung tinggi sebuah nilai kebersamaan.
Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (¢a aruf), saling
memahami (tafahum), saling menolong (za ‘awun), saling menjamin
(takaful), saling bersinergi dan saling berafiliasi (tahaluf).

b. Asas Keadilan (‘adalah), adil dalam memberikan, menempatkan dan
memperlakukan sesuai posisinya. Dalam kegiatan usaha, asas
keadilan melarang riba, baik riba nasiah atau fadhl. Riba sendiri
diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang
dipersyaratkan dalam transaksi barang, termasuk penukaran yang
sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara
tidak tunai. Melarang merugikan diri sendiri, orang lain dan
lingkungan (zalim), kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu
tidak sesuai dengan ukuran kualitas dan temponya atau posisinya.
Melarang unsur ketidakjelasan (gharar), manipulasi dan eksploitasi
informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti
pelaksanaan ketidakpastian penyerahan objek akad atau eksploitasi

karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian. Melarang
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adanya unsur judi dan sifat spekulatif (maysir) atau tidak
berhubungan dengan produktivitasnya, haram baik dalam jasa
maupun barang serta kegiatan operasional (Verdianti, 2017).

. Asas Kemaslahatan (mashlahah), hakikatnya merupakan segala
wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan
ukhrawi, individual dan kolektif, serta materil dan spiritual. Agar
diakui kemaslahatannya maka harus terpenuhinya dua unsur yaitu
membawa kebaikan (thayyib) dalam semua aspek secara
menyeluruh yang tidak menyebabkan kemadhorotan, serta
bermanfaat dan kepatuhan syariah (halal). Transaksi syariah yang
dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur yang
menjadi tujuan ketetapan syariah (maghasid syariah) yaitu berupa
pemeliharaan terhadap :

1. Akidah, keimanan dan ketakwaan

2. Akal

3. Keturunan

4. Jiwa dan keselamatan

5. Harta benda

. Asas Keseimbangan (tawazun), baik dari aspek privat dan publik,
material dan spiritual, bisnis dan sosial, aspek pemanfaatan dan
pelestarian, sektor keuangan dan sektor riil. Dan keuntungan
transaksi syariah yang diperoleh dari menekankan pada
maksimalisasi keuntungan dapat dirasakan oleh semua pihak.
Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik
semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga
dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

. Asas Univeralisme (syumuliyah), hakikatnya tanpa membedakan
ras, golongan, suku dan agama yang di sesuaikan dengan rahmatan
lil ‘alamin atau semangat kerahmatan semesta, sehingga dapat
dilakukan semua pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder)

(Daud, 2021). Transaksi syariah terkait dengan nilai-nilai etis
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meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan
secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang
merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan (lkatan
Akuntansi Indonesia (1Al), 2016).

D. Karakteristik Transaksi Keuangan Syariah

Alfian (2005) mengungkapkan karakteristik dan penerapan

transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah

harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a.

Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan
saling ridha

Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan
baik (thayib)

Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai
bukan sebagai komoditas

Tidak mengandung unsur riba, Imam Sarakhzi mendefinisikan riba
sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa
adanya pendanaan (‘iwad) yang dibenarkan syariah atas
penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa
adanya suatu penyeimbang atatu pengganti (‘iwad) yang
dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi
pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil
yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli,
sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi
tersebut ada faktor penyeimbangannya berupa ikhtikar/usaha,
resiko dan biaya

Tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan salah satu bentuk
dari kezaliman. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak
mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi
dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, harga dan waktu
penyerahan. Empat jenis penipuan tersebut dapat membatalkan

akad transaksi, karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela.
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f. Tidak mengandung unsur maysir. Berjudi atau maysir dalam bahasa
Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat
keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras (Afzalur
Rahman). Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan
dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta
kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik
dengan kartu, adu ketangkasan, tebak skor bola dan lain-lain. Pihak
yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari
kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian kalah,
maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh yang
menang. Semua bentuk perjudian itu dilarang, dengan nama apa
pun maupun bentuk spekulasi lainnya

g. Tidak mengandung unsur gharar. Syariah melarang transaksi yang
mengandung ketidakpastian (gharar). Gharar terjadi ketika
terdapat incomeplete information, sehingga ada ketidakpastian
antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat
menimbulkan pertikaian antara para pihak dan dan ada pihak yang
dirugikan ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam
kuantitas,  kualitas, = harga, = waktu penyerahan  dan
akad.Ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi
diwadahi oleh dua akad sekaligus (shafagatain fi al-shafagah),
sehingga terjadi ketidakjelasan (gharar) mengenai akad mana yang
harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila ada dua akad
yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama,
pelaku sama, jangka waktu sama

h. Tidak mengandung unsur haram (unsur haram baik dalam barang
maupun jasa serta aktivitas operasional terkait)

i. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (time value of
maney) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha
terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut

sesuai dengan prinsip al-ghunmu yang artinya tidak ada keuntungan
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tanpa disertai dengan resiko (no gain without accompanying risk).
Menurut Ja’far al-Jazzar dalam buku al-Bunuk fi al-‘Alam
Anwa’'uhu wa Kayfa Tata’amalu ma’aha, bahwa time value of
money adalah suatu istilah yang digunakan dalam sistem
operasional bank konvensional berdasarkan keuntungan kinerjanya
menggunakan standar buku bunga. Sementara bunga itu sendiri
adalah nilai harga yang harus dibayar sebagai imbalan dari
pemakaian uang, atau tambahan nilai harga sebagai imbalan dari
peminjaman uang berjangka. Menurut pemikiran pakar perbankan
syariah, time value of money dipahami sebagai bentuk pemanfaatan
terhadap fungsi uang semula sebagai alat bayar menjadi berubah
fungsi yakni uang sebagai benda yang diperdagangkan. Sedangkan
prinsip yang dipertahankan oleh pakar perbankan syariah bahwa
jika unag sebagai objek perdagangan maka hukumnya termasuk
riba yang dilarang

Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta
untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
Sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga
untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan
yang berkaitan (ta allug) dalam satu akad. Ta’alluq terjadi apabila
ada dua akad saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama
tergantung pada akad kedua. Sehingga dapat mengakibatkan tidak
terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada dalam akad) yaitu
objek akad

. Tidak ada distorsi harga (pembebanan biaya yang terlalu tinggi)
melalui rekayasa permintaan maupun penawaran (ikhtikar).
Penimbunan atau iktikar adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan
masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut
berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga.
Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain

dengan kelangkaannya/sulit didapat dan harganya tinggi. Dengan
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kata lain penimbun mendapatkan keuntungan yang besar di bawah

penderitaan orang lain (Nurhayati, 2017)

I. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).
Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada dalam
masyarakat, sehingga menimbulkan Kketidakadilan sosial dan
persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan
diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar (Alamanda,
2022).

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat
komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial.
Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa investasi
untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan
laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
Transaksi keuangan syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa
pemberian dana pinjaman atau talangan (gardh), penghimpunan dan
penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah
(Ikatan Akuntansi Indonesia (1Al, 2016).

E. Analisis Penafsiran
1. Pengertian Penafsiran
Menurut Ayyub, tafsir secara etimologi berarti menjelaskan dan
menerangkan. Sedangkan definisi tafsir secara terminologi menurut

Yunus adalah ilmu yang mempelajari penjelasan makna-makna yang

terkandung dalam Al-Qur’an serta menggali hukum, hikmah,

mau idzah, serta pelajaran yang terpendam di dalamnya. Sedangkan

Az-Zurgani mendefinisikan tafsir adalah sebuah ilmu yang membahas

Al-Qur'an dari segi petunjuknya terhadap apa yang dikehendaki oleh

Allah dari Al-Qur’an tersebut sesuai dengan kemampuan manusia. Dari

definisi yang dikemukakan oleh Az-Zurgani disebutkan bahwa manusia

bisa menafsirkan ayat Al-Qur’an sesuai dengan kemampuan yang
mereka miliki. Oleh karena itu, menurutnya seorang musafir tidak

dituntut untuk mengetahui arti dari ayat-ayat mutasyaabihaat. Begitu
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pula seorang mufasir tidak dituntut untuk mengetahui apa yang
sebenarnya di kehendaki oleh Allah dari Al-Qur’an tersebut, mengingat
hanya Allah yang mengetahui apa yang sebenarnya Dia kehendaki dari
ayat-ayat Al-Qur’an tersebut (Antonio dan Zain, 2018)

Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia tadinya merupakan satu
kesatuan, tetapi sebagai akibat lajunya pertumbuhan penduduk serta
pesatnya perkembangan masyarakat, maka timbulah persoalan-
persoalan baru yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan
pendapat. Sejak saat itu Allah SWT mengutus nabi-nabi dan
menurunkan Al-Qur’an agar mereka melalui kitab suci tersebut dapat
menyelesaikan perselisinan mereka dan menemukan jalan keluar bagi
penyelesaian problem-problem mereka. Agar Al-Qur’an berguna sesuai
dengan fungsi-fungsinya yang digambarkan, Al-Qur’an memerintah
umat manusia untuk mempelajari dan memahaminya sehingga mereka
dapat menemukan melalui petunjuk-petunjuknya yang tersurat dan
tersirat apa yang akan mengantar mereka menuju kebenaran (Ulum dan
El-Rahma, 2019).

Abdullah Saeed mengatakan bahwa pentingnya relasi antara teks,
penafsir dan realitas (konteks), serta tidak hanya berfokus kepada
makna literatur teks, Saeed ingin merekonstruksi pemikiran tafsir agar
senantiasa relevan terhadap perubahan zaman. Kenyataan bahwa Al-
Qur’an menjadi dasar pemahaman seseorang dalam menjalankan ajaran
agamanya. Memperlihatkan bahwa tafsir sangat mempengaruhi
kecenderungan dan pandangan hidup umat Islam. Sementara kehidupan
modern terus mengalami perubahan dan perkembangan yang cepat.
Kehidupan modern membuka banyak tantangan persoalan
kemanusiaan. Menurut Saeed, sebuah usaha dalam menafsirkan ayat
Al-Quran harus berangkat dari pemahaman kita terhadap konsepsi
wahyu. Menurutnya sebuah penafsiran harus berangkat dari realitas
pewahyuan dengan segala aspek yang melingkupinya (Ridwan, 2016).

2. Bentuk-Bentuk Penafsiran
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Bentuk penafsiran yang dimaksud disini adalah naw’ (macam
atau jenis) penafsiran. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Qur’an, paling
tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai atau diterapkan oleh
ulama yaitu al-ma 'tsur (riwayat) dan al-ra’y (pemikiran).

a. Bentuk Riwayat (Al-Ma 'tsur)

Penafsiran yang berbentuk riwayat atau yang sering disebut
dengan “tafsir bi al ma’tsur” adalah bentuk penafsiran yang paling
tua dalam sejarah kehadiran ilmu tafsir dalam khazanah intelektual
Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan masih dijumpai
dalam kitab-kitab tafsir yang ada seperti Tafsir at-Thabari, Tafsir ibn
Katsir dan lain-lain. Pengertian metode riwayat dalam sejarah
hermeneutik Al-Qur’an klasik merupakan suatu proses penafsiran
Al-Qur’an yang menggunakan data riwayat dari Nabi SAW dan para
sahabat sebagai variabel penting dalam proses penafsiran Al-
Qur’an. Model metode tafsir ini adalah menjelaskan suatu ayat
sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat.

Menurut pendapat Al-Shabuni tafsir riwayat merupakan
model tafsir yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah atau perkataan
sahabat. Definisi tersebut nampaknya lebih fokus pada material
tafsir dan bukan pada metodenya. Dari segi material, menafsirkan
Al-Qur’an memang bisa dilakukan dengan menafsirkan antar ayat,
ayat dengan hadist Nabi atau perkataan sahabat. Namun secara
metodologis bila menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan ayat yang lain
atau dengan hadist, tetapi proses metodologisnya itu bukan
bersumber dari penafsiran yang dilakukan Nabi, tentu semua itu
sepenuhnya merupakan hasil intelektualisasi penafsir. Oleh karena
itu meskipun data materialnya dari ayat dan atau hadist Nabi dalam
menafsirkan Al-Qur’an, tentu hal ini secara metodologistidak bisa
sepenuhnya disebut sebagai model tafsir riwayat.

b. Bentuk Pemikiran (Al-Ra’y)

Setelah berakhir pada masa salaf sekitar abad ke-3 H dan
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peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah
berbagai mazhab dan aliran dikalangan umat. Masing-masing
golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam
mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu,
mereka mencari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist-Hadist Nabi
kemudian oleh mereka ditafsirkan sesuai dengan keyakinan yang
mereka anut. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran al-
ra’y (tafsir melalui pemikiran atau ijtihad). Melihat berkembang
pesatnya tafsir bi al-ra 'y, maka tepat apa yang dikatakan Manna’ al-
Qahtan bahwa tafsir bi al-ra 'y mengalahkan perkembangan tafsir bi
al-ma 'tsur.

Meskipun tafsir bi al-ra’y berkembang dengan pesat, namun
dalam penerimaannya para ulama terbagi menjadi dua, ada yang
membolehkan ada pula yang melarangnya. tetappi setelah diteliti,
ternyata keduua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat lafzhi
(redaksional). Maksudnya yaitu kedua belah pihak sama-sama
mencela penafsiran berdasarkan ra’y (pemikiran) semata tanpa
mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku. Sebaliknya
keduanya sepakat membolehkan penafsiran Al-Qur’an dengan
sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang mutabarah (diakui sah secara
bersama). Dengan demikian jelas bahwa secara garis besar
perkembangan tafsir sejak dulu sampai sekarang adalah melalui dua
bentuk diatas yaitu bi al-ma tsur (melalui riwayat) dan bi al-ra’y

(melalui pemikiran atau ijtihad) (Yasini, 2020).



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data dengan
melakukan studi telaah buku, catatan dan laporan dikenal dengan studi
pustaka yang telah diterbitkan untuk mendapatkan informasi yang
diperlukan mengenai kesulitan-kesulitan yang diangkat (Mubarok,
2021).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif,
dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu
penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, persepsi,
pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dan kejadian-
kejadian secara sistematis dan akurat (Hardani, 2020). Selain itu,
penelitian  kualitatif  digunakan untuk mendeskripsikan  serta
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,
persepsi dan orang secara individual dan kelompook.

Peneliti menggunakan pendekatan tafsir maudhu’i atau tafsir
tematik dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 282.
Pengertian tafsir tematik dari segi metode merupakan suatu metode
dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat
yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan  yang
sama lalu menafsirkannya dengan terperinci. (Nazhifah, Dinni dan
Karimah, 2021).

B. Jenis dan Sumber Data
1. Sumber Primer
Sumber primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari
sumbernya dianggap sebagai data primer. Data yang paling asli adalah
data primer yang belum dianalisis secara statistik (Sari, Meita Sekar

& Zefri, 2019). Sumber primer dalam penelitian ini bersumber
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langsung beberapa dokumen yang berasal dari UUD, Peraturan Bl,
Fatwa DSN MUI dan OJK.
2. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan secara
tidak langsung dari objek penelitian. Dapat dikatakan juga data
pendukung dari sumber primer (Sari, Meita Sekar & Zefri, 2019).
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah terjemahan
beberapa kitab tafsir, buku-buku, jurnal-jurnal dan paper yang
mencakup tentang analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia
perspektif Q.S Al-Bagarah Ayat 282.
C. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data,
mengambil data, atau mengumpulkan data untuk penelitian. Metode
pengumpulan data ini merupakan salah satu bagian dari proses untuk
mendapatkan data. Karena apabila peneliti tidak menggunakan teknik
pengumpulan data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan
ketentuan yang sudah diterapkan (Purnia, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data dengan teknik dokumentasi. Sebuah catatan kejadian masa lalu
disebut sebagai dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa karya tertulis
visual atau monumental oleh seseorang (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan datanya dari
berbagai dokumen seperti UUD, Peraturan Bl, Fatwa DSN-MUI dan
Peraturan OJK, terjemah tafsir Al-Qur’an, buku, jurnal, artikel, video,
dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis
Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Q.S Al-Bagarah
282. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen
diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dengan berbagai referensi
yang digunakan.

D. Teknik Analisis Data

Pencarian sistematis dan kompilasi data dari wawancara, catatan
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lapangan dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Data
dikategorikan, dipecahkan menjadi unit-unit, melakukan sintesa, disusun
menjadi pola-pola dan yang paling penting dipilih yang akan dipelajari
dan menarik kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang
lain dan diri sendiri. (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah analisis dokumen/analisis isi. Analisis dokumen atau analsis isi
(content or document analysis) adalah penelitian yang dilakukan secara
sisitematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data.
Bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, yang
meliputi dokumen hukum dan kebijakan, hasil penelitian, dan dokumen
yang dijamin keabsahannya (Hardani, 2020).

Subiakto (2006) menyatakan bahwa langkah-langkah analisis isi
meliputi merumuskan masalah penelitian, menyusun kerangka kerja
teoritis, penentuan perangkat metodologi, penentuan teknik analisis data,
dan pembahasan hasil penelitian yang merupakan interpretasi terhadap
hasil analisis data (Sumarno, 2020).

. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif salah satu langkah yang tidak dapat
dipisahkan dari tubuh pengetahuan adalah metode pengecekan
keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif uji kredibilitas, transfebilitas,
dependabilitas, dan uji konfirmabilitas merupakan metode yang
digunakan untuk memverifikasi validitas data. Uji kredibilitas digunakan
peneliti dalam penelitian ini untuk menilai keabsahan data berdasarkan
beberapa pengujian tersebut. Data dapat dikatakan kredibel jika ada
kesamaan antara apa yang peneliti sampaikan dengan apa yang terjadi
pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi,
analisis kasus negatif, memanfaatkan bahan referensi, dan melakukan
member check semua adalah komponen uji kredibilitas dalam penelitian

kualitatif. Peneliti dalam studi kepustakaan ini menggunakan metode
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meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Dimana peneliti meningkatkan
ketekunan dengan cara memeriksa keakuratan data yang diperoleh
apakah sudah benar atau tidak. Hal ini dilakukan dengan membaca
berbagai buku referensi dan temuan penelitian atau dokumentasi terkait.
Dilakukan agar peneliti dapat memperluas dan mempertajam
wawasannya dan menentukan validitas dari data yang diperoleh dengan
membandingkan satu sumber dengan sumber lain untuk melihat apakah
terdapat kesamaan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.
Triangulasi merupakan pemikiran bahwa kesimpulan suatu studi
memiliki validitas yang lebih banyak apabila peneliti menggunakan lebih
dari satu metode pengumpulan atau analisis data. Triangukasi akan
memperkuat suatu studi dengan catatan aneka perspektif yang telah di
telaah dan dimungkinkan untuk berkontribusi dalam studi. Peneliti
menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data
dikaitkan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai

sumber (Sugiyono, 2016).



BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Berdasarkan
UUD, Peraturan Bl, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK
1. Undang-Undang Dasar (UUD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat (20) disebutkan bahwa simpanan
adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau
UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad wadiah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro,
tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (25) disebutkan juga bahwa
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan
istishna

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh, dan

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa (Pemerintah Indonesia, 2008).

2. Peraturan Bank Indonesia (BI)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No.20/8/PBI1/2018
tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing
To Value Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit
atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat
(6) bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk
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mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk
ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi
jual beli dalam bentuk murabahah dan istishna, transaksi pinjam
meminjam dalam bentuk piutang gardh dan transaksi sewa menyewa
jasa dalam bentuk ijarah dan transaksi multijasa, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dan piha lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Bank Indonesia, 2021).

. Fatwa DSN-MUI

Beberapa Fatwa DSN-MUI tentang akad-akad yang digunakan
dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia antara lain :
Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/1X/2017 Tentang Akad

Syirkah yaitu :

a. Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan
kontribusi dana/modal usaha (ra s al-mal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara
proporsional. Syirkah ini merupakan bentuk syirkah amwal dan
dikenal dengan nama syirkah inan

b. Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik
berupa orang maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum

C. Ra’s al-mal adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang
disatukan yang berasal dari para syarik

d. Syirkah amwal adalah syirkah yang ra’s mal-nya berupa harta
kekayaan dalam bentuk uang atau barang

e. Syirkah ‘abdan adalah syirkah yang ra’s mal-nya bukan berupa harta
kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan

usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban
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syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau
proporsional

. Syirkah wujuh adalah syirkah yang ra’s mal-nya bukan berupa harta
kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu
atau seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan
kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau
proporsional

. Tagwim al- ‘urudh adalah penaksiran batang diketahui nilai atau
harganya

. Nisbah bagi hasil atau disingkat nisbah adalah perbandingan yang
dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil

usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan

I. Nisbah proporsional adalah nisbah nisbah atas dasar porsi ra’s mal

para pihak (syarik) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk

membagi keuntungan dan kerugian

j. Nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan

atas dasar porsi ra’s al-mal) yang dijadikan dasar untuk membagi
keuntungan

. Syirkah da’imah atau syirkah tsabitah adalah syirkah yang
kepemilikan porsi ra’s al-mal setiap syarik tidak mengalami
perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya
akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (syirkah mu’aqqatah)
maupun tidak dibatasi

. Musyarakah mutanagisah adalah syirkah yang kepemilikan porsi
ra’s al-mal salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara
bertahap oleh syarik lainnya

. Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, simana jumlah
modal usaha (ra’s al-mal) yang diinvestasikan mengalami
penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah
pendapatan

. At-ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak
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dilakukan
At-tagshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya
dilakukan
Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi atau substansi atau
syarat-syarat yang disepakati dalam akad (Dewan Syariah Nasional,
2017)

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/I1X/2017 Tentang Akad

ljarah atau Sewa Menyewa yaitu :

a.

Akad ijarah adalah akad sewa antara mu jir dengan musta jir untuk
mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun
jasa

Mu jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik
mu’jir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang,
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

Musta jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat
barang) dalam akad ijarah ‘ala al-a ’yan atau penerima jasa dalam
akad ijarah ‘ala al-‘amal atau ijarah al-syakhash, baik musta jir
berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah ‘ala

a’mal atau ijarah ‘ala al-asykhash, baik ajir berupa orang maupun
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum

Manfu’ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan
dan pekerjaan (jasa)

Mahatl al-manfa’at adalah barang sewa/barang yang dijadikan

media untuk mewujudkan manfaat dalam akad ijarah ‘ala al-a’yan

9. ljarah ‘ala al-a’yan adalah akad sewa atas manfaat barang

h. ljarah ‘ala al-asykhash atau ijarah ‘ala al-a 'mal adalah akad sewa

atas jasa atau pekerjaan orang
ljarah muntahiyyah bi attamlik (IMBT) adalah akad ijarah atas
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manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas
barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad
ijarah

ljarah maushufah fi al-dzimmaft (IMFD) adalah akad ijarah atas
manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan atau jasa (‘amal) yang pada
saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas
dan kualitas)

ljarah tasyghiliyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang
tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa
kepada penyewa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh

manfaat atas suatu jasa

.Wilayah ashiliyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu jir

karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik

. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu jir

karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik
atau wali atas pemilik (Fatwa Dewan Syariah, 2017)
Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/1X/2017 Tentang Akad

Jual Beli yaitu :

a.

Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang
mengakibatkan  berpindahnya  kepemilikan  obyek  yang
dipertukarkan dan harga

Penjual adalah pihak yang melaukan penjualan barang dalam akad
jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan
orang baik berbeda hukum maupun tidak berbadan hukum

Pembeli adalah pihak yang melakukan pembeli dalam akad jual beli,
baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

. Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual

karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik
Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual
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karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik
atau wali atas pemilik

. Mutsman/mabi’ adalah barang atau hak jual, merupakan imbangan
atas tsaman yang dipertukarkan

. Tsaman/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang
dipertukarkan

. Ba’i al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati
melalui proses tawar-menawar dan ra sul mal-nya (harga perolehan
ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan
oleh penjual kepada pembeli. Ba i al-musawamah sering disebut jual

beli biasa

I. Bai’ al-amanah adalah jual beli yang ra’sul mal-nya wajib

disampaikan oleh penjual kepada pembeli

J. Bai’ al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang

penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar
menawar

. Bai’ al-munagashah adalah jual beli dengan harga paling rendah
yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses
tawar menawar

. Bai’ al-hal terkadang disebut juga dengan bai’ al-muajjal/nagdan
adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai
.Bai’ al-muajjal adalah jual beli yang pembayaran harganya
dilakukan secara tangguh

. Bai’ bi al-tagsitadalah yaitu jual beli yang pembayarannya
dilakukan secara angsur dan bertahap

. Bai’ al-salam adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu
barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai
pada saat akad

. Bai’ al-istishna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan
suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya

berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual
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g. Bai’ al-murabahah adalah jua beli suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba (Dewan Syariah Nasional, 2017)

Fatwa DSN-MUI  No0.90/DSN/MUI/X11/2013  Tentang
Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan
Syariah

a. Pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS adalah pengalihan
hutang atau piutang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS
kepada nasabah dengan akad murabahah yang pembayaran harga
(tsaman) nya dilakukan secara tidak tunai atau angsuran

b. Hutang pembiayaan murabahah adalah hutang nasabah yang timbul
dari pembiayaan LKS kepada nasabah dengan akad murabahah

c. Pengalihan hutang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah
adalah pengalihan hutang pembiayaan murabahah yang diajukan
dari satu LKS ke LKS lain

d. Piutang pembiayaan murabahah adalah piutang LKS yang timbul
karena pembiayaan kepada nasabah dengan akad murabahah

e. Pengalihan piutang pembiayaan murabahah atas inisiatif LKS adalah
penjualan piutang murabahah yang dilaukan oleh satu LKS kepada
LKS atau pihak lain

f. Bai’ al-‘inah adalah akad dimana satu pihak menjual barang secara
tidak tunai, dengan kesepakatan bahwa penjual akan membelinya
kembali dengan harga lebih kecil secara tunai

0. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang
(muhil/madin/debitur) kepada pihak lain yang bersedia menanggung
(muhal ‘alaih)

h. Hawalah bil ujrah adalah akad hawalah dengan imbalan (ujrah)
yang diterima oleh muhal ‘alaih dari pihak yang mengalihkan
(muhil/madin)

i. Pembiayaan ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) adalah

pembiayaan yang menggunakan akad ijarah (sewa) yang disertai
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dengan janji (wa’d) pemindahan hak milik atas benda yang disewa

kepada penyewa setelah selesainya akad ijarah serta kewajibannya

j. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad

kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
masing-masing pihak menyertakan modal usaha, keuntungan dibagi
atas dasar kesepakatan atau sesuai porsi modal, kerugian yang terjadi
bukan karena kelalaian pengguna dibagi sesuai porsi modal yang
disertakan

. Pembiayaan musyarakah mutanagisah adalah pembiayaan
musyarakah yang modal salah satu syarik berkurang karena
hishshahnya dibeli oleh syarik lain secara bertahap

. Bai’ al-dain al-mu’ajjal li ghair al-madin bi tsaman hall adalah
menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain debitur
dengan harga tunai

. Tsaman adalah harga baik berupa uang ataupun barang yang wajib
dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas obyek
yang dibeli

. Barang adalah seluruh harta kekayaan (maal) selain uang, baik yang
diperjualbelikan dibursa berjangka yang berdasarkan prinsip
syariah, seperti komoditi maupun yang diperjualbelikan di bursa
efek yang berdasarkan prinsip syariah, seperti saham syariah dan
sukuk (Dewan Syariah Nasional, 2013).

. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam peraturan OJK mengenai prinsip dan konsep dasar

perbankan syariah disebutkan bahwa cukup banyak tuntunan Islam

yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain

secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang

mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya
aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi

masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-semata sebagi
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alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk
diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau
spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang
apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk
menukar dengan barang

. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya
berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai
orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh
karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif
akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika
diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan
bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima
amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung
didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikan sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan manusia

. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan
sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap
menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat

. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan
ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka
sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun

. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi
khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa
dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris)

. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan
harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk
menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan
infaq dan shodagoh sebagai manifestsi dari pentingnya pemerataan
kekayaan dan memerangi kemiskinan

. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatanh ulama, ahli fikih dan

Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa
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bunga bank adalah riba dan riba diharamkan (OJK, 2017)
B. Penafsiran Q.S Al-Bagarah Ayat 282 Berdasarkan Beberapa Kitab
Tafsir
1. Asbabun Nuzul Q.S Al-Bagarah Ayat 282

Para ulama sepakat bahwa tidak semua ayat Al-Qur’an yang turun
memiliki asbabun nuzul. Berdasarkan kesepakatan ulama pengertian
asbabun nuzul adalah sesuatu yang karenanya satu atau beberapa ayat
turun membicarakan atau menjelaskan hukumnya pada hari terjadinya.
Maksudnya adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW atau
pertanyaan yang diajukan kepada beliau, lalu turun satu atau beberapa
ayat dari Allah SWT atau sebab-sebab (peristiwa) yang melatari
turunnya ayat-ayat dalam Al-Qur’an. Untuk menjelaskan sesuatu yang
berkaitan dengan peristiwa itu atau menjawab pertanyaan tersebut baik
peristiwa tersebut merupakan pertikaian yang berkembang. Salah satu
upaya untuk memahami Al-Qur’an adalah dengan meninjau serta
mempelajari asbabun nuzul (latar belakang) suatu ayat Al-Qur’an.
Apabila dipahami bahwa Al-Qur’an turun sebagai hidayah dan berisi
pesan yang moral, maka setiap ayat yang turun tidak terlepas dari
asbabun nuzul. Begitu juga dengan ayat 282 dalam Q.S. Al-Bagarah ini
(Adnan, 2022).

Surat Al-Bagarah ayat 282 merupakan kelanjutan dari ayat-ayat
yang menjelaskan tentang infak dan imbalannya, tentang riba,
keburukan dan bahayanya. Asbabun nuzul mengenai surat Al-Bagarah
ayat 282, menurut Rabi’ ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki
mencari saksi di kalangan orang banyak untuk mencari persaksian
mereka, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia. Maka diturunkanlah
ayat ini, Sufyan Al-Tsauri meriwayatkan dari lbn Abu Nujaih dari
Mujahid dari Ibnu Abbas berkata Turunnya ayat ini juga berkenaan

dengan transaksi bai’ salam yang dilakukan oleh salah satu penduduk
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di Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan tentang semua hal
yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus (Wahbah Zuhaily).
Menurut Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyaynah,
dari ibn Abu Nujaih, dari Abdullah bin Kathir, dari Abul Minhal dari
Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini turun mengenai aktivitas atau
kebiasaan masyarakat kota Madinah yang terbiasa saling
menghutangkan buah-buahan untuk masa satu hingga dua tahun. Maka
Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Barangsiapa yang berhutang maka hendaklah ia berhutang dalam
takaran yang diketahui dan dalam tempo yang diketahui”. Tak selang
beberapa lama, turunlah ayat 282 dalam surat Al-Bagarah ini (Rofi’ah
dkk, 2021).

Dalam pendapat lain dikatakan menurut Shihab (2008) turunnya
ayat 282 dari surat Al-Bagarah ini didasari pada waktu Rasulullah
datang ke Madinah pertama kali dan melihat orang-orang penduduk asli
biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun (Al-
Maraghi, 1986). Sehubungan dengan hal ini, Allah SWT menurunkan
ayat ke 282 sebagai perintah apabila mereka bertransaksi hutang
piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis
perjanjian dan mendatangkan saksi, hal ini untuk menjaga terjadinya
sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Dalam ayat ini Allah
SWT menjelaskan terkait dengan mu’amalah yang dilakukan secara
non tunai. Dengan pemahaman asbabun nuzul ini, maka seorang
penafsir atau peneliti Al-Qur’an akan lebih profesional dan konstektual
dalam analisisnya (Adiyes, 2022).

2. Penafsiran Q.S Al-Bagarah Ayat 282 Pada Tafsir Al Mishbah, Al
Munir, Ibnu Katsir dan Al Qurthubi
a. Tafsir Al-Mishbah
Ayat Al Mudayanah (hutang piutang) sering disebut sebagai
Q.S Al-Bagarah ayat 282. Ayat ini antara lain berbicara mengenai

anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang



60

piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang
dipercaya sebagai notaris, sambil menekankan perlunya menuliskan
hutang piutang walaupun jumlahnya sedikit, disertai dengan jumlah
dan ketetapan waktunya. Perintah pada ayat ini secara redaksional
ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah
mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara
lebih khusus adalah pada yang berhutang. Hal ini dimaksudkan agar
yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu.
Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat
dianjurkan, walaupun kreditor tidak memintanya. Muamalah yang
dimaksud disini adalah muamalah tidak secara tunai yaitu hutang
piutang. Menggambarkan bahwa hubungan antara dua belah pihak,
salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain.

Perintah menulis hutang piutang mencakup kepada kedua
orang yang bertransaksi, dalam artian salah seorang menulis dan apa
yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika pandai tulis dan
baca, apabila tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka mereka
hendaknya mencari orang ketiga. Penulis dalam hal ini juga
ditegaskan harus bersifat adil, yakni menulis dengan benar dan tidak
menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku
dimasyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang
melakukan kegiatan muamalah. Dengan demikian dibutuhkan tiga
kriteria sebagai penulis yaitu kemampuan menulis, pengetahuan
tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian dan kejujuran. Ayat
ini  mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan
pengetahuan yang di ajarkan Allah. Karena disamping keadilan
menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena
seorang yang memiliki sifat adil tapi tidak mengetahui, keadilannya
akan mendorong dia untuk belajar.

Para penulis diingatkan bahwa bahwa ayat ini meletakan

tanggung jawab atas penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang
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memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan
kemampuannya. Pesan untuk menuliskan disini dinilai oleh sebagian
ulama sebagai anjuran, tetapi menjadi wajib apabila tidak ada
selainnya yang mampu dan pada saat yang sama haknya
dikhawatirkan akan terabaikan. Mengenai tentang siapa yang
mengimla’kan kandungan perjanjian, maka orang yang berhutang itu
yang mengimla’kan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Jika
yang mengimla’kan orang yang memberi hutang, bisa jadi suatu saat
yang berhutang mengingkarinya. Karena dengan mengimla’kan
sendiri hutangnya didepan penulis serta yang memberinya hutang,
maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi
perjanjian. Allah mengingatkan agar yang berhutang hendaklah ia
bertagwa kepada Allah Tuhannya.

Mengenai persaksian baik dalam hal tulis menulis maupun
selainnya, saksi yang dimaksud disini adalah saksi yang benar-benar
wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah
berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian
tidak ada keraguan mengenai kesaksiannya. Saksi yang dimaksud
disini adalah dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-
laki maka boleh satu saksi laki-laki dan dua perempuan. Ayat ini
menjelaskan bahwa apabila salah seorang dari perempuan itu lupa
maka seorang saksi perempuan satunya lagi mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan, karena
dengan keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau
terjadi korban. Penulisan hutang piutang juga ditekankan pada
hutang piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian
tidak diberikan secara penuh pada hutang piutang yang jumlahnya
kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan
bahkan pembunuhan (Shihab, 2002).

b. Tafsir Al-Munir
Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-
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orang yang beriman, apabila melakukan transaksi tidak secara tunai
baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam atau pesanan atau akad
hutang piutang. Misalnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang
tidak langsung di bayar secara tunai atau menjual barang yang
keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan
jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan di depan
yang biasa dikenal dengan akad salam atau salaf (pesanan) atau
memberikan pinjaman hutang. Jika melakukan transaksi tidak secara
tunai seperti ini maka hendaklah membuat surat tanda bukti atas
transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu
pelunasannya. Tidak boleh menggunakan tempo waktu yang tidak
jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas
ulama. Hal ini dikarenakan menuliskan surat tanda bukti atas
transaksi tidak secara tunai bisa lebih memperkuat isi kesepakatan
dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian
hari.

Mengenai siapa saja yang berhak menuliskan surat tanda
bukti tersebut dan cara penulisannya Allah menjelaskan yaitu
hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang
dapat dipercaya, adil, netral (tidak memihak salah satu pihak),
memahami ilmu fikih, memiliki keberagamaan yang baik, serta
cerdas dan cermat. Juru tulis dilarang bersikap enggan atau menolak
jika diminta untuk menjadi juru tulis. Jadi, selama memiliki
kemampuan maka tidak boleh bagi seseorang yang memiliki
keahlian menulis bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk
menuliskan surat tanda bukti transaksi seperti ini. Orang yang alim
dan adil jika diminta untuk menjadi juru tulis surat tanda bukti atau
yang lainnya, maka ia wajib menyanggupinya. Allah melarang bagi
penulis apabila enggan atau menolak dalam hal ini dengan
menyampaikan perintah untuk menuliskan dengan benar dan jujur.

Hendaknya juru tulis menuliskannya sesuai dengan metode yang
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diajarkan Allah kepada dirinya, yakni ia tidak boleh menambahi atau
mengurangi dan tidak boleh bersikap yang bisa merugikan orang
lain. Karena surat atau tanda bukti erat kaitannya dengan
terpenuhinya dan terjaganya hak-hak orang lain.

Syarat adil sebagai penulis didahulukan atas syarat memiliki
ilmu, karena adil lebih penting dari pada ilmu. Orang yang memiliki
sikap adil bisa mempelajari apa saja yang diperlukan di dalam
menuliskan dokumen atau surat tanda bukti. Sedangkan orang yang
berilmu namun tidak memiliki sikap adil, ilmu yang dimilikinya
tidak bisa menunjukkan dirinya pada keadilan, akan tetapi ia hanya
akan menimbulkan kerusakan bukan perbaikan. Mengenai orang
yang berhak mendiktekan atau mengimla’kan atau membacakan
keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh si juru tulis
di dalam surat tanda bukti tersebut ialah orang yang menanggung
hutang itu sendiri. Dikarenakan dirinya lah yang mengemban
tanggung jawab melaksanakan isi dari surat tanda bukti tersebut. Hal
ini bertujuan agar apa yang di imla’kan atau didiktekan menjadi
hujjah atau bukti atas dirinya, sehingga tidak ada alasan untuk
mengingkarinya.

Pesan atau wasiat Allah untuk orang yang mendiktekan
hendaknya menyebutkan apa yang menjadi tanggungannya secara
sempurna dan utuh serta tidak mengurangi sedikit pun hak milik
orang lain. Hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam
hal kewenangan, jika orang yang berhutang adalah orang yang lemah
akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, baik
dikarenakan telah lanjut usia, pikun, gila atau bodoh sehingga
kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya dalam
melihat sesuatu dengan yang benar dan baik, maka wakilnya, wali
atau juru bicara yang mengambil alih kewenangan di dalam
mendiktekan kepada juru tulis tentang isi surat tanda bukti tersebut

dengan baik, jujur, benar, adil dan tanpa melakukan penambahan
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atau pengurangan.

Mengenai orang yang diterima dan ditolak persaksiannya.
Diantaranya disyaratkan beragama Islam bagi para saksi menurut
pendapat jumhur ulama (Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal).
Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan persaksian orang
kafir terhadap orang kafir. Hal ini berdasarkan hadist yang
menjelaskna bahwa Rasulullah SAW merajam dua orang Yahudi
berdasarkan persaksian orang-orang Yahudi. Selain Islam
disyaratkannya sifat adil bagi seorang saksi. Maksudnya adalah dari
para saksi laki-laki yang kalian ridhai dalam agama dan sikap
adilnya atau dari kaum perempuan. Kategori ini sengaja disebutkan
karena lemahnya persaksian kaum wanita dan karena biasanya
orang-orang kurang menaruh kepercayaan kepada kaum wanita.
Menurut pendapat jumhur ulama sikap adil seorang saksi harus
dibuktikan atau diperkuat dengan adanya tazkiyah (semacam
keterangan atau rekomendasi yang menyatakan bahwa ia memang
benar-benar memiliki sikap adil). Sedangkan menurut pendapat
Imam Abu Hanifah, hal tersebut tidak perlu karena setiap Muslim
yang jelas keislamannya dan terhindar dari kefasikan, maka ia adalah
orang yang adil meskipun kondisi dirinya tidak diketahui.

Allah SWT menyebutkan sebab mengapa persaksian dua
orang wanita disamakan dengan satu orang laki-laki, yaitu sebagai
at-Tadzkir (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk
menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada. Dikarenakan
kaum wanita biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki
perhatian dan sering lupa. Sehingga jika ada salah satu saksi dari
perempuan lupa, maka agar antara satu dengan lainnya saling
mengingatkan. Dalam ayat ini juga mengingatkan mengenai masalah
pemberian persaksian, Allah SWT memberikan pesan kepada para
saksi dan melarang mereka bersikap menolak untuk menjadi saksi

atau menolak memberikan kesaksian. Begitu juga dengan menjadi
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juru tulis, Allah melarang bersikap menolak atau enggan untuk
melakukan tugas penulisan atau kesepakatan perjanjian.

Hikmah mengenai di balik semua perintah dan larangan yang
berkaitan dengan masalah ini. Yaitu dengan adanya bukti tertulis dan
saksi bisa lebih menjamin kebenaran di dalam pelaksanaan hukum
Allah, karena bukti tertulis dan lisan tersebut lebih dekat pada
kebenaran dan terjauhkan dari manipulasi atau kebohongan. Hal ini
juga bisa lebih menjamin terlaksananya keadilan diantara orang-
orang yang melaukan transaksi, bisa lebih menjamin persaksian
yang diberikan memeang benar dan sesuai dengan kenyataan, bisa
menghilangkan keraguan di dalam menentukan jenis, bentuk, jumlah
dan tempo pembayaran hutang yang ada. Setelah menjelaskan
perintah dan larangan Allah mengingatkan tentang sebuah prinsip
umum yang harus dijaga, yaitu takwa dengan menjalankan apa yang
diperintahkan dan menjauhi semua larangannya (Az-Zuhaily, 2013).
. Tafsir Ibnu Katsir

Surat Al-Bagarah ayat 282 merupakan ayat yang paling
panjang di Al-Qur’an. Berisi tentang nasihat dan bimbingan dari
Allah bagi umat-umatnya yang beriman, jika mereka melakukan
muamalah secara tidak tunai agar menuliskannya supaya lebih dapat
menjaga jumlah dan batas waktu muamalah serta lebih menguatkan
bagi saksi. Sufyan Tsauri meriwayatkan dari lbnu Abbas, ia
mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan
pemberian hutang salam dalam batas waktu yang ditentukan.
Sedangkan Qatadah menceritakan dari lbnu Abbas aku bersaksi
bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada
tempo tertentu telah dihalalkan dan di izinkan Allah. Disebutkan
dalam kitab Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia menceritakan
Bahwa Nabi pernah datang di Madinah sedangkan masyarakat
disana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua atau tiga

tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa meminjamkan
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sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan
timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan”.

Diperintahkan juga supaya dilakukan penulisan untuk
memperkuat dan menjaganya. Orang yang menulis juga harus
memiliki sikap adil dan benar. Maksudnya vyaitu tidak boleh
berpihak kepada salah salah seorang dalam penulisannya dan tidak
boleh pula ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa
menambah atau menguranginya. Hendaklah orang yang mengerti
tulis menulis tidak bolen menolak jika ia diminta menulis
kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya,
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang
sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik
kepada orang lain yang tidak mengenal tulis menulis dan hendaklah
ia menuliskannya. Hendaklah orang yang menerima pinjaman
mendiktekan kepada juru tulis ilmiah hutang yang menjadi
tanggungannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam
melakukan hal itu juga tidak menyembunyikan apapun darinya.
Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan
lainnya misalnya dalam keadaan tidak waras atau dalam keadaan
kecil.

Diperintahkan juga untuk memberi kesaksian disertai
penulisan untuk menambah validitasnya transaksi yang dilakukan.
Hal tersebut hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan
segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Saksi disyaratkan
harus adil dan diridhoi (diterima). Hal ini adalah mugayyad
(terbatas). Makna ayat mugayyad (mengikat) inilah yang dijadikan
pegangan hukum oleh Imam Syafi’i dan menetapkannya pada setiap
perintah mutlak untuk memberikan kesaksian di dalam Al-Qur’an
tanpa ada persyaratan. Diperintahkannya dua orang wanita sebagai
saksi supaya jika salah seorang lupa atas kesaksiannya maka yang

satunya mengingatakan kesaksian yang pernah diberikan.
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Ditempatkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang
laki-laki sebagai saksi karena kurangnya akal kaum wanita. Apabila
mereka (orang yang diperintahkan menjadi saksi) dipanggil untuk
memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi
panggilan tersebut. Karena hakikatnya mereka yang diamanahkan
untuk memberikan kesaksian adalah orang yang bertanggung jawab.
Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memberikan kesaksian
adalah fardhu kifayah.

Saksi hakikatnya adalah yang orang bertanggungjawab, jika
dipanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya dan hal itu
hukumnya adalah fardhu ‘ain. Jika tidak, maka berkedudukan
sebagai fardhu kifayah. Mujahid, Abu Majlaz dan ulama lainnya
mengatakan “Jika kalian dipanggil untuk memberikan kesaksian
maka kalian boleh memilih, boleh bersedia atau boleh juga tidak.
Namun jika kalian sudah menjadi saksi lalu dipanggil maka
penuhilah panggilan itu. Bagian dari kesempurnaan yang
diperintahkan Allah yaitu, perintah untuk menulis transaksi baik
dalam jumlah yang kecil maupun besar sampai batas waktu
pembayarannya. Karena hal ini dapat lebih menguatkan kesaksian
dan lebih memantapkan bagi saksi, jika ia meletakkan tulisannya dan
kemudian melihatnya maka ia akan ingat akan kesaksian yang
pernah ia berikan. Karena jika tidak menuliskannya, maka ia lebih
cenderung lupa sebagaimana yang sering terjadi.

Apabila terjadi perselisinan maka kalian bisa kembali pada
tulisan yang dicatat, sehingga dapat memberikan penjelasan diantara
kalian tanpa ada keraguan. Sedangkan apabila transaksi atau jual beli
yang kalian lakukan secara kontan, maka tidak ada dosa jika kalian
tidak menulisknya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan
jika tidak dilakukan penulisan. Mengenai pemberian kesaksian pada
transaksi jual beli jumhur ulama mengartikan bahwa masalah

tersebut sebagai anjuran semata dan bukan sebagi suatu hal yang
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wajib. Tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk saling
memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak
belakang dengan apa yang didiktekan dan saksi memberikan
kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar atau
bahkan menyembunyikannya secara keseluruhan. Artinya keduanya
antara saksi dan penulis tidak boleh saling mempersulit. Jika kalian
melakukan hal itu, maka kalian telah menyalahi apa yang
diperintakan Allah atau mengerjakan apa yang telah dilarangnya.
Karena yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu.
Hendaknya kalian takut dan senantiasa merasa berada dibawah
pengawasan-Nya, menjauhi apa yang dilarang-Nya dan ikuti apa
yang diperintahkannya (Muhammad, 2003).

. Tafsir Al-Qurthubi

Ayat ini berisi tentang perintah untuk bertransaksi yaitu jika
ada sebuah transaksi hutang piutang yang memiliki tenggat waktu
pembayaran. Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa ayat ini bukan
untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam semua transaksi
pinjam meminjam. Hakikat transaksi disini adalah dimana salah satu
pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam
tanggungan secara tempo. Peminjaman yang dilakukan dengan
waktu yang tidak ditentukan itu tidak diperbolehkan, begitu juga
dengan hadist Nabi yang memiliki makna serupa dengan Al-Qur’an.
Hadist shahih menyebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah ke kota
Madinah, saat itu penduduk Madinah sudah terbiasa bertransaksi
dengan cara berhutang untuk menanam tanaman mereka, dengan
jangka waktu pelunasan dua atau tiga tahun.

Seluruh ulama Islam sepakat bahwa transaksi salam itu
dibolehkan yakni mereka membolehkan jika ada seseorang yang
menyerahkan (menjual) barang dengan kapasitas yang diketahui
timbangan dan waktunya, dengan pembayaran berupa dinar atau

dirham yang diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah dari
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tempat mereka bertransaksi. Al-Qurthubi mengatakan: Para ulama
madzhab kami berpendapat bahwa transaksi salam pada saat
memanen, akhir tahun, suatu perayaan besar semua ini dibolehkan
karena termasuk waktu yang dapat ditentukan. Jual beli secara salam
harus memiliki tenggang waktu untuk masa penyerahan barang agar
tercapai semua syarat, sifat dan akad juga ketetapan syariatnya pun
dapat terpenuhi. Perintah pada ayat ini sebenarnya adalah untuk
menuliskan serta mempersaksikan, karena penulisan tanpa
disaksikan tidak dapat menjadi hujjah yang kuat. Mengenai perintah
penulisan tersebut adalah agar kedua belah pihak tidak ada yang lupa
dengan transaksi tersebut. Penulisan yang dilakukan haruslah secara
lengkap dengan segala sifat dan bentuknya. Karena dikhawatirkan
akan terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak dan diketahui
oleh hakim secara jelas jika mereka mengajukan permasalahan
mereka itu kepadanya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa penulisan hutang
piutang itu hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Ayat inilah
yang mewajibkannya, baik itu berupa pinjaman ataupun berupa jual
beli agar tidak terjadi pengingkaran dimasa yang akan datang.
Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan barangsiapa yang ingin
melakukan hutang piutang maka ia harus menuliskannya adapun
yang ingin bertransaksi jual beli maka ia harus dipersaksikan.
Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa perintah penulisan
hutang ini disunahkan saja, untuk penjagaan atas harta dan keragu-
raguan dapat sirna. Penulis yang menuliskan harus bersikap adil
artinya menulis dengan benar dan sesuai. Yakni tidak menuliskan
lebih dari yang semestinya ataupun kurang dari yang seharusnya.
Karena di antara mereka juga ada yang dapat menulis dan ada yang
tidak, ada yang dapat dipercaya dan ada yang tidak. Maka Allah
SWT mensyariatkan penulisan ini untuk ditulis oleh penulis yang

benar.
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Allah melarang penulis atau pencatat menolak jika diminta
untuk  menuliskan  transaksi  sebagaimana  Allah  telah
mengajarkannya untuk menulis. Sebagaimana engkau telah diberi
kenikmatan oleh Allah dengan ilmu penulisan maka janganlah
enggan menuliskannya. Para ulama memang berbeda pendapat
dalam hukum penulisan bagi seorang penulis dan bersaksi bagi
seorang saksi, apakah penulisan dan persaksian itu wajib bagi
mereka ataukah hanya disunahkan saja. Al-Hasan berpendapat
penulisan yang dilakukan itu diwajibkan atasnya jika tidak ada lagi
penulis lain selain dia, karena dengan penolakannya maka hal itu
dapat menyulitkan pemilik piutang.

Namun jika ada penulis lain selainnya maka ia diberi
kebebasan memilih, apakah ia mau menulis atau tidak. Orang yang
berhutang dapat mendiktekannya kepada si penulis agar ia dapat
memahaminya dan mengakui dengan lisannya sendiri tentang
peminjaman tersebut. Apabila tidak dapat mendiktekan karena
lemah akalnya secara fitrah atau karena tidak mampu mengeja maka
yang berhak menjadi walinya adalah orang tuanya atau ahli warisnya
dan mendiktekannya dengan benar. Pada ayat ini Allah juga
meminta kepada umatnya untuk menyaksikan atau bersaksi.
Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki jika tidak ada dua
orang saksi laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua
orang perempuan. Karena memang kesaksian satu orang perempuan
separuh dari kesaksian laki-laki, jika mereka berdua (perempuan) itu
dapat menjadi seperti kesaksian satu orang laki-laki. Dengan syarat
para saksi memiliki sifat baik, adil dan tidak berpihak kepada
Siapapun.

Larangan menolak apabila kalian diminta untuk
mendatangkan saksi dan janganlah menolak apabila dimintai untuk
menjadi saksi. Juga larangan untuk merasa bosan karena seringnya

melakukan transaksi jual beli dan dilakukan oleh siapapun, karena
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dikhawatirkan penulis itu jemu untuk menuliskannya. Karena Allah
telah menisbatkan penulisan transaksi tersebut pada keadilan, maka
orang yang menuliskannya dapat bersaksi melalui tulisannya itu,
walaupun ia tidak mengingat kejadiannya. Baik transaksi yang
dilakukan itu jumlahnya besar ataupun kecil maka persaksikanlah.
Pada ayat ini disampaikan larangan untuk memaksa seorang penulis
untuk menuliskan dan larangan memaksa seorang saksi untuk
bersaksi. Karena saksi yang melakukan kesaksian palsu atau penulis
yang menambahkan tulisan yang bukan menjadi haknya disebut
dengan orang fasik, maka orang yang meminta seorang saksi untuk
bersaksi atau meminta seorang penulis untuk menuliskan padahal
mereka sangat sibuk dan tidak mampu melakukannya orang ini lebih
pantas disebut dengan orang fasik (Al-Hifnawi, 2009).
3. Perbedaan Isi Penafsiran Q.S Al-Bagarah Ayat 282 Pada Tafsir Al
Mishbah, Al Munir, Ibnu Kasir dan Al Qurthubi
Setelah mengetahui isi dari penafsiran Q.S Al-Bagarah Ayat 282
menurut beberapa Mufassir atau masing-masing kitab tafsir, maka

terdapat perbedaan isi dari beberapa kitab tafsir tersebut:

Tabel 4.1
Perbedaan Penafsiran Q.S Al-Bagarah Ayat 282 Menurut
Beberapa Kitab Tafsir

Karakteristik Tafsir Al-Misbah Tafsir Al-Munir

Perbedaan

Transaksi Perintah ayat ini secara | Allah memerintahkan

Non Tunai | redaksional ditujukan | kepada orang-orang Yyang
kepada orang-orang | beriman apabila melakukan

beriman yang melakukan
transaksi tidak secara tunai,

yakni hutang piutang.

transaksi tidak secara tunai
baik dalam bentuk jual beli,
akad salam atau pesanan,

dan hutang piutang.
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Mencatatkan
Setiap

Transaksi

Menuliskan hutang piutang

dipahami  oleh  banyak

ulama sebagai anjuran,
bukan kewajiban. Perintah
menulis mencakup kepada
yang

Ditekankan

kedua orang
bertransaksi.
pada

penulisan  hutang

piutang yang jumlahnya

kecil, karena biasanya
perhatian tidak diberikan

secara penuh pada hutang

Apabila melakukan transaksi
tidak secara tunai tersebut,
hendaklah membuat surat
tanda bukti serta dilengkapi
dengan penjelasan tempo
Tidak  boleh

menggunakan tempo waktu

waktunya.
yang tidak jelas. Seperti
halnya sampai waktu panen
menurut pendapat mayoritas

ulama.

piutang yang jumlahnya
kecil.
Karakteristik | Penulis dalah hal ini | Seorang juru tulis surat tanda

Penulis Bukti

Transaksi

ditegaskan harus bersifat
adil yakni menulis dengan
benar dan tidak menyalahi
Allah
perundangan yang berlaku

ketentuan dan
di masyarakat. Tiga kriteria

sebagai  penulis  vyaitu

kemampuan menulis,
pengetahuan tentang aturan
serta tata cara menulis

perjanjian dan kejujuran.

bukti transaksi adalah orang
yang dapat dipercaya, adil,
netral, memahami ilmu
fikih,
keberagamaan yang baik,

memiliki

serta cerdas dan cermat.
Syarat adil didahulukan atas
memiliki ilmu.
adil

mempelajari apa saja yang

syarat

Karena sikap bisa

diperlukan didalam
menuliskan  surat tanda
bukti.

Karakteristik

Saksi yang benar-benar

Allah menyebutkan sebab
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Saksi Dalam

Transaksi

wajar serta telah dikenal
kejujurannya sebagai saksi
dan telah berulang-ulang
melaksanakan tugas
tersebut. Sehingga tidak ada
keraguan mengenai
kesaksiannya. Saksi yang
dimaksud adalah dua orang
saksi laki-laki, jika tidak ada
maka boleh satu orang saksi
laki-laki

perempuan.

dan dua orang

mengapa persaksian dua

orang wanita disamakan
dengan satu orang laki-laki,
at-Tadzkir

yaitu  sebagai

(agar bisa saling

mengingatkan di  antara

keduanya) untuk menjaga

dan  melindungi  hukum
persaksian yang ada.
Mengenai orang  yang
diterima dan ditolak

persaksiannya, disyaratkan

beragama Islam menurut

pendapat jumhur ulama.

Karkteristik

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Al-Qurthubi

Perbedaan

Transaksi Sufyan Tsauri meriwayatkan | Perintah melakukan

Non Tunai | dari Ibnu Abbas, | transaksi yaitu jika ada
mengatakan bahwa ayat | sebuah transaksi hutang
tersebut diturunkan | piutang yang  memiliki
berkenaan dengan | tenggat waktu pembayaran.
pemberian hutang salam | Hakikat transaksi disini

dalam batas waktu yang
ditentukan. Sedangkan
Qatadah menceritakan dari
Ibnu Abbas aku bersaksi
bahwa pemberian hutang
yang

dijamin untuk

adalah dimana salah satu
pihak membayar dengan

tunai dan pihak lainnya
dalam tanggungan secara
Madzhab  Syafi’i

mengatakan bahwa ayat ini

tempo.
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diselesaikan pada tempo

tertentu telah dihalalkan dan

bukan berisi untuk

pembolehan penundaan
pembayaran dalam semua

transaksi pinjam meminjam.

Mencatatkan
Setiap

Transaksi

di izinkan Allah.
Penulisan bukti transaksi
dilakukan untuk

memperkuat dan menjaga
transaksinya. Karena apabila
terjadi  perselisinan  maka
kalian bisa kembali pada
yang
sehingga dapat memberikan

tulisan dicatat,

penjelasan diantara kalian

tanpa ada keraguan.

Perintah penulisan transaksi
dilakukan agar kedua belah
pihak tidak ada yang lupa
dengan transaksi tersebut.
Penulisan yang dilakukan
haruslah lengkap dengan
segala sifat dan bentuknya.
Karena dikhawatirkan akan
terjadi kesalahpahaman
antara kedua belah pihak dan
diketahui oleh hakim secara
mereka

jelas jika

mengajukan permasalahan

itu kepadanya.

Karakteristik
Seorang
Penulis Bukti

Transaksi

Seseorang yang menulis
harus memiliki sikap adil
dan benar. Maksudnya yaitu
tidak boleh berpihak kepada
salah dalam
dan tidak

boleh pula menulis kecuali

seorang

penulisannya

apa yang telah disepakati

tanpa  menambah  atau

menguranginya.

Penulis yang menuliskan
harus bersikap adil artinya
menulis dengan benar dan
Yakni tidak

menuliskan lebih dari yang

sesuai.

semestinya ataupun kurang

yang
Karena diantara mereka juga

dari seharusnya.
ada yang bisa menulis dan
ada yang tidak, ada yang
dapat dipercaya dan ada
yang tidak. Maka Allah
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SWT

penulisan ini untuk ditulis

mensyariatkan

oleh penulis yang benar.

Karakteristik
Saksi Dalam

Transaksi

Diperintahkan dua orang
saksi wanita supaya jika
salah seorang lupa atas
kesaksiannya maka yang
satunya mengingatkan
kesaksian yang diberikan.
Ditempatkannya dua orang
wanita menduduki

kedudukan seorang laki-laki

sebagai saksi karena
kurangnya akal  kaum
wanita. Saksi hakikatnya
adalah orang yang
bertanggungjawab, jika
dipanggil maka ia

berkewajiban memenuhinya

dan hal itu hukumnya fardhu

‘ain. Jika tidak maka
berkedudukan sebagai
fardhu kifayah.

Persaksikanlah dengan dua
orang saksi laki-laki, jika
tidak ada dua orang saksi
laki-laki maka boleh dengan
satu orang laki-laki dan dua
orang perempuan. Karena

memang kesaksian  satu
orang perempuan separuh
dari kesaksian laki-laki, jika
mereka berdua (perempuan)
itu dapat menjadi seperti
kesaksian satu orang laki-
laki.
saksi memiliki sifat baik,
adil tidak berpihak

kepada siapapun.

Dengan syarat para

dan

C. Relevansi Antara Penafsiran Q.S Al-Bagarah Ayat 282 Dengan

Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia

1. Transaksi Keuangan Non Tunai di Indonesia

Manusia merupakan

makhluk

sosial senantiasa

yang

bermuamalah dan berhubungan secara langsung dengan aktivitas untuk

menghasilkan duniawi, agar menjadi sebab suksesnya masalah
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ukhrawi. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi
Suhendi dalam bukunya Figih Muamalah, menyebutkan muamalah
adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan
manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan
jasmaninya dengan cara yang baik. Muamalah didalamnya membahas
berbagai macam hal diantaranya jual beli, hutang piutang,
penggadaian, hibah dan lainnya. Hutang piutang merupakan pinjaman,
secara etimologis bermakna g¢a’tun (memotong). Dinamakan
memotong karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan
memotong sebagian hartanya (Amalia, 2023). Dalam kehidupan
sehari-hari seseorang tidak terlepas dari beban dan tanggungan.
Diantara tanggungan yang mungkin menimpanya adalah hutang.
Terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan atau
kondisi-kondisi lainnya. Hutang ialah tanggungan yang harus diadakan
pelunasannya dalam suatu waktu tertentu.

Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi atau
imbalan yang telah diterima oleh orang yang hutang. Apabila orang
yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang, maka
seharusnya hutang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu dari
harta peninggalan si mayat sebelum harta peninggalan tersebut
dibagikan kepada ahli warisnya. Maka dari itu pentinglah pencatatan
hutang piutang (Uyuni, 2020). Hutang piutang dalam kehidupan umat
manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan.
Bukan saja hutang antar manusia, hubungan manusia dengan Allah pun
nyaris digambarkan dengan hubungan hutang piutang. Kata hutang
dalam Al-Qur’an adalah dain sedangkan agama dinamai din. Keduanya
terdiri dari dal, ya dan nun. Menurut pakar-pakar bahasa rangkaian
ketiga huruf tersebut menggambarkan hubungan antara dua pihak yang
satu kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Agama adalah
hubungan antara manusia dengan Allah. Kedudukan manusia jauh lebih

rendah daipada Allah. Demikian juga hubungan yang memberi hutang
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dibandingkan dengan yang menerimanya. Disyariatkannya melakukan
transaksi non tunai atau transaksi bentuk ini disamakan dengan kata
“bidainin” yang terdapat dalam surat Al-Bagarah ayat 282, yang berarti
sesuatu yang belum tersedia wujudnya atau dibayar dengan tidak tunai
(ad-dain) (Adnan, 2022).

Kata dain dalam Q.S Al-Bagarah ayat 282 mencakup segala
jenis hutang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli
yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang diupahnya diakhirkan
dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang
orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah
orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau hutang kita.
Termasuk juga tanggungan karena akad gardh (hutang piutang). Maka
makna kata dain lebih umum daripada gardh. Sebab dain mencakup
segala jenis hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau
hutang piutang. Sebagai contoh untuk membedakan dain dan gardh,
misalnya kita membeli sepeda motor secara kredit kepada sebuah
perusahaan leasing, maka selama kredit kita belum lunas Kkita
mempunyai hutang kepada perusahaan tersebut. Hutang disini dalam
bahasa figihnya adalah dain, bukan gardh. Karena hutang disini bukan
akibat dari akad pinjaman, melainkan dari akad jual beli. Sedangkan
jika kita meminjam uang kepada bank misalnya, hutang itu bisa disebut
dain bisa juga disebut gardh. Maka semua gardh adalah dain, tetapi
tidak semua dain adalah gardh (Amalia, 2023).

Transaksi jual beli dibedakan atas jual beli secara tunai atau
non tunai (murabahah) dan jual beli pesanan (salam/istisna). Wahbah
Az Zuhaili menuslikan terkait dengan jual beli atau transaksi tidak tunai
dengan istilah addainul mu’ajjal (muamalah tidak secara tunai) artinya
harta yang masih berada di dalam tanggungan, belum diserahkan
kepada yang berhak sampai batas waktu yang disepakati. Maksudnya
jual beli yang dilakukan, tetapi belum dibayar secara tunai atau belum

dibayar lunas. Transaksi seperti ini menurut Az-Zuhaili harus dilakukan
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pencatatan agar terlindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang bisa
merugikan pihak lain (Adiyes, 2022). Akad jual beli dikatakan transaksi
non tunai, seperti halnya dalam jual beli kredit sebab kredit adalah
sesuatu yang harus dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli
maupun pinjam meminjam. Selain itu dalam ayat ini menerangkan
orang mukmin dalam melaksanakan jual beli dengan membayar secara
salam, yang diserahkan kepada pembeli ditentukan dalam jangka waktu
tertentu, jumlah takarannya dan sifat-sifatnya merupakan bentuk
transaksi yang dibolehkan (Khaer dan Nurhayati, 2019).

Allah SWT memerintahkan supaya transaksi non tunai ini
dicatat dengan mengatakan sejelas-jelasnya hari, bulan dan tahun
berjanji untuk membayar. Antara transaksi tunai dan non tunai
keduanya mengandung kemaslahatan dan keadilan. Barang siapa yang
diperintahkan untuk berinfak, bersedekah dan memberikan pinjaman
tanpa bunga serta dilarang melakukan transaksi yang mengandung
unsur riba, maka harus mengembangkan hartanya dengan cara dagang
dan ia harus menjaga hartanya agar tidak musnah. Muamalah yang
dibahas disini termasuk didalamnya tentang transaksi jual beli, hutang
piutang dan sewa menyewa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan
yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian,
keterbukaaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki
hubungan muamalah (Yusnaini, 2016).

. Mencatatkan Setiap Kegiatan Muamalah atau Transaksi

Seruan pertama dari ayat ini adalah perintah kepada umat
Islam apabila melaksanakan transaksi non tunai agar mereka mencatat
transaksi tersebut. Menurut Al-Dubyan terdapat tiga pendapat
dikalangan fugaha tentang bagaimana hukum mencatat dan
mendokumentasikan transaksi non tunai. Pertama, dokumentasi hutang
dengan catatan dan saksi itu diperintahkan namun tidak wajib. Ini

adalah pendapat madzhab jumhur fugaha dari Madzhab Hanafi, Maliki,
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Syafi’i dan Hanbali, namun mereka berbeda pendapat apakah perintah
itu menunjukkan kepada anjuran atau petunjuk. Adapun dalil mereka
yang berpendapat tidak wajib adalah ijma ‘amali (ijma perbuatan), kita
sering melihat kaum muslimin di seluruh dunia ketika melakukan jual
beli tidak tunai, mereka tidak mencatat dan membawa saksi. Ini adalah
ijma ‘amali atas tidak wajibnya dokumentasi hutang piutang.

Kedua, dokumentasi hutang piutang dengan catatan itu adalah
wajib. Ini adalah menurut Madzhab Dzahiri dan Pendapat Al Thabari.
Pada firman-Nya “hendaklah kamu menuliskannya” adalah perintah
untuk transaksi hutang piutang baik karena jual beli maupun pinjam
meminjam. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib dan diantara
petunjuk yang menguatkan bahwa perintah di sini wajib, yaitu perhatian
ayat tersebut terhadap hak orang yang diimlakan, sifat penulis, penulis
diperintahkan untuk menulisnya apabila dipinta untuk menulis, dilarang
bosan untuk menuliskannya dalam kondisi apapun baik itu sedikit
maupun banyak dan menafikan dosa dari tidak menulis apabila jual
belinya tunai. Alasan lainnya adalah bahwa pencatatan hutang piutang
itu adalah pemutus dari bab-bab pertentangan dan mencegah
pertengkaran.

Ketiga, wajib mencatat transaksi non tunai jika debitur adalah
pengelola harta orang lain, seperti wali anak yatim dan nazir wakaf. Ini
dikarenakan bahwa wali harta anak yatim atau nazir wakaf atau
pengelola harta orang lain tujuannya adalah kemaslahatan. Tidak
diragukan lagi apabila mereka mencatat transaksi yang mereka lakukan
lebih maslahat daripada tidak dicatat, karena apabila tidak dicatat bisa
mengakibatkan lupa atau pengingkaran yang bisa menjadikan harta
orang yang mereka amanahi menjadi sia-sia. Menurut Al-Dubyan
setelah mempresentasikan pendapat-pendapat tersebut ia mengatakan
bahwa pendapat yang paling kuat adalah dokumentasi hutang piutang
itu dianjurkan, kecuali kalau ia mengelola harta orang lain, baik

menjadi wali atau wakil maka pendokumentasian itu menjadi wajib.
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Menjaga harta orang lain itu wajib dan ini adalah sarana untuk menjaga
harta orang lain (Waluya, 2020)

Menjaga harta dengan mencatatkan setiap transaksi hutang
piutang walaupun sedikit dan mempersaksikannya merupakan salah
satu perintah yang terdapat dalam Q.S. Al-Bagarah Ayat 282, agar tidak
terjadi kecurangan atau ketidakadilan di antara pihak penjual dan
pembeli ataupun antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Seseorang
yang melakukan transaksi, bahwa demi memelihara harta serta
mencegah kesalahpahaman, maka hutang piutang hendaknya ditulis
walaupun jumlahnya kecil disamping nasehat serta tuntunan lain yang
berkaitan dengan hutang piutang. Perintah pada ayat ini secara
redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang
dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang,
bahkan secara lebih khusus adalah untuk yang berhutang. Hal ini agar
orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu.
Karena menulisnya merupakan perintah atau tuntunan yang sangat
dianjurkan walaupun kreditor tidak memintanya. Perintah menulis
hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan
kewajiban. Demikian praktek sahabat Nabi SAW Kketika itu. Memang
sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika
turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang adalah wajib,
karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka (Amalia,
2023).

Ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena
dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan
meminjamkan. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada
kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan
apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis
baca dan bila tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka mereka
hendaknya mencari orang ketiga. Seorang penulis hendaknya juga

menuliskannya dengan adil, yakni dengan benar dan tidak menyalahi
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ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak
juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana
dipahami kata adil dan diantara kamu agar manusia senantiasa selalu
berbuat adil dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil. Quraish shihab
mengatakan bahwasannya apabila melakukan jual beli tidak secara
tunai atau hutang piutang waktunya harus jelas, catatlah waktunya agar
terlindungi hak masing-masing dan terhindar dari perselisihan (Adiyes,
2022).

Perintah untuk membuat kontrak secara tertulis dengan tujuan
untuk keadilan dan akuntabilitas, dengan demikian seseorang yang
melakukan transaksi terikat pada kerangka hukum dan kelembagaan
Islam untuk tujuan akuntansi dan akuntabilitas. Adanya bukti catatan
tertulis sangat penting untuk efisiensi dan trasnparansi dalam sebuah
transaksi (Waluya, 2020). Dalam prakteknya perlunya atau pentingnya
pencatatan dalam transaksi ekonomi atau keuangan syariah bisa terjadi
pada situasi apapun, merupakan kondisi yang sifatnya temporer yang
bisa disebabkan oleh adanya peluang atau kesempatan. Urgensi akta
notariil (akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan
Notaris) dalam transaksi syariah dimaksudkan bahwa dalam pembuatan
akta notariil terdapat klausula-klausula yang memberikan jalan keluar
penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa yang perjanjian tertulis
dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat akad tersebut. Perjanjian
tertulis atau jaminan diperlukan untuk menghilangkan keraguan.
Namun jika dalam transaksi tunai semua pihak saling percaya, tidak
apa-apa tidak ada surat-surat atau jaminan selama kepercayaan terjaga
(Rofidah, 2022).

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan membuat
suatu perjanjian berupa akad akta notariil dalam transaksi ekonomi
dalam hukum syariah di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang
sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan
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Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. Setiap Perjanjian tidak harus
dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum mengakui kesepakatan para
pihak pembuat perjanjian tanpa adanya konsep tertulis, namun
demikian demi menjamin kepastian hukum, mereka lebih menyukai
tertulis khususnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris demi kepastian
hukum yang berguna sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa
dikemudian hari. Menurut Abdul Ghofur Anshori, akta sendiri ialah
surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang
menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan
sengaja untuk pembuktian (Masriani, 2016).

Peraturan perundang-undangan menghendaki keberadaan
Notaris untuk melayani dan membantu masyarakat dalam bentuk alat
bukti tertulis yang bersifat otentik terkait suatu keadaan ataupun
peristiwa dalam perbuatan hukum. Sebagai salah satu lembaga
keuangan yang bergerak dalam layanan pembiayaan, perjanjian kredit
dan perjanjian tambahan lainnya, bank memanfaatkan jasa notaris
dalam hal pembuatan akta otentiknya. Sehingga dalam praktiknya
produk bank syariah harus tetap memperhatikan prinsip dan nilai yang
sesuai dengan peraturan syariah, yang pada akhirnya dalam pembuatan
akta Notaris sudah sepatutnya tetap merujuk pada prinsip dan nilai
hukum ekonomi syariah (Mulyawan, 2021).
. Karakteristik Seorang Penulis Bukti Transaksi

Seorang penulis yang ditugaskan untuk menuliskan hutang
piutang tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan
kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan
yang didiktekan. Bila orang itu dalam kondisi lemah akalnya atau lemah
karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa
setempat, maka walinya yang harus meneruskan dengan jujur (Ismail,
2020). Seseorang penulis bukti transaksi juga harus ditulis dengan adil.
Pada ayat ini Allah mendahulukan penyebutan adil daripada

penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Karena keadilan
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disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil juga
karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan
mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi
tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi
ketidakadilannya. la akan mencari celah hukum untuk membenarkan
penyelewengan dan menghindari sanksi. Selanjutnya kepada para
penulis diingatkan agar janganlah enggan menulisnya sebagai tanda
syukur, sebab telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis.
Penggalan pada ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak
penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan
untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai
anjuran, tetapi menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu dan
pada saat yang sama jika haknya dikhawatirkan akan terabaikan. Nilai-
nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan juga harus diaktualisasikan
dalam praktik akuntansi. Seorang akuntan harus memiliki karakter yang
baik, jujur, adil dan dapat dipercaya. Akuntan bertanggung jawab
melaporkan semua transaksi yang terjadi dengan benar, teliti, sesuai
dengan syariah Islam. Fenomena dalam masyarakat menuntut akan
informasi keuangan yang benar, jujur, adil dan dengan hal ini
meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya
pengetahuan pencatatan keuangan atau akuntansi yang Islami
(Yusnaini, 2016). Secara tidak langsung bahwa implikasi dari etika ini
adalah secara rasional berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat
maupun bernegara, baik secara individu maupun sosial, menambah
kenyamanan, ketenangan, kejujuran dan keberkahan dari konsep
mencatat dan jujur dalam transaksi hutang piutang (Tranggano, 2018).
Seorang penulis yang ditugaskan untuk menuliskan hutang piutang,
tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kemampuan
menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang

didiktekan. Bila orang itu dalam kondisi lemah akalnya atau lemah
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karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa
setempat, maka walinya yang harus meneruskan dengan jujur (Ismail,
2020).

Terkait perintah menulis dengan adil, dalam hal ini tentunya
diharapkan adanya rasa tanggung jawab, dengan tidak merugikan salah
satu pihak yang bermuamalah. Sehingga muncul konsep kemampuan
menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian
dan kejujuran. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa setiap
transaksi wajib dibukukan dengan benar dan adil, tidak menyalahi
ketentuan Allah perundangan yang berlaku dimasyarakat. Tidak juga
merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami
dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga
kriteria penulis yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan
serta tatacaara menulis perjanjian dan kejujuran. Jika dicermati dalam
ayat ini kata adil disebutkan terlebih dahulu daripada pengetahuan,
karena hal ini mengindikasikan adil yang dimiliki seseorang akan
mengantarkan mereka untuk belajar. Namun jika adil itu tidak melekat
pada seseorang, maka mereka akan mudah terbawa pada tindakan
penyelewengan atau ketidakadilan yang mana mereka akan berupaya
dengan mencari sesuatu untuk menutupi kesalahan mereka.

Dalam memahami kalimatnya yang terdapat dalam QS. Al-
Bagarah ayat 282 terkait perintah menulis dengan adil. Dalam hal ini
tentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab, dengan tidak merugikan
salah satu pihak yang bermuamalah. Sehingga muncul konsep
kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis
perjanjian dan kejujuran (Faujiah, 2022b). QS. Al-Bagarah ayat 282 ini
membimbing untuk bersyukur serta bertanggung jawab sesuai dengan
kadar kemampuan orang tersebut. Penjelasan selanjutnya didapatkan
adanya konsep yang berhutang untuk menuliskan transaksi yang
dilaksanakannya. Karena dalam konsep tersebut bagi yang berhutang

adalah orang yang lemah, sehingga dimungkinkan untuk tidak berbuat
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curang. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya dan di depan penulis,
serta yang memberinya juga maka tidak ada alasan bagi yang berhutang
untuk mengingkari isi perjanjian. Dalam kondisi lain, jika orang yang
berhutang tidak mampu menulisnya maka wajib dicarinya wali yang
jujur (Yusnaini, 2016).
. Karakteristik Saksi Dalam Transaksi Keuangan

Ketentuan persaksian sebagaimana yang telah disebutkan
bahwa saksi tersebut adalah dua orang saksi laki-laki untuk
menyaksikan transaksi hutang piutang dan keduanya diambil dari orang
yang hadir dan harus seorang Islam. Dua orang saksi laki-laki harus
melakukan kesaksiannya, jika tidak ada boleh dengan satu laki-laki dan
dua orang perempuan. Dua orang saksi laki-laki ini hendaknya orang
dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka dan harus memiliki akal
yang baik (Ismail, 2020). Kesaksian dua orang perempuan dinilai sama
dengan satu orang lelaki. Menurut al-Maraghi ini disebabkan karena
lemahnya kesaksian wanita dan kurangnya kepercayaan khalayak
terhadap kesaksian wanita. Rahasia rasyri’ kesaksian dua orang wanita
itu menurut beliau adalah karena dikhawatirkan salah seorang saksi
wanita itu akan lupa atau berlaku salah, di samping tidak mengingat
peristiva yang sebenarnya maka dibutuhkan kedua wanita dalam
kesaksian. Disebutkan dalam tafsir lbnu Kasir ditempatkannya dua
orang wanita menduduki kedudukan satu orang laki-laki karena
kurangnya akal kaum wanita. Sedangkan dalam Tafsir Al-Munir
disebutkan mengapa persaksian dua orang wanita disamakan dengan
satu orang laki-laki, yaitu sebagai at-Tadzkir (agar bisa saling
mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi
hukum persaksian yang ada (Az-Zuhaily, 2013).

Kandungan surat Al-Bagarah ayat 282 bukanlah bermaksud
merendahkan wanita, namun secara prinsip wanita memang diharapkan
untuk fokus dalam urusan rumah tangga, sehingga tanggung jawab

inilah yang memungkinkan seorang wanita mempunyai keterbatasan.
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Sebenarnya yang menjadi makna tersurat dalam ayat ini adalah
kapabilitas seseorang untuk menjadi saksi, sehingga baik laki-laki
maupun wanita dimana mereka mempunyai potensi serta kemampuan
untuk memberikan kesaksian, diharapkan berkenan untuk bertugas
menjadi saksi. Adapun jika kesaksian ini bersifat mutlak untuk
menegakkan keadilan maka perintah ini tidak hanya sekedar anjuran
namun juga kewajiban. Menurut Quraish Shihab, yang dinamai saksi
adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia
belum melaksanakan kesaksian dan dapat juga secara aktual telah
menjadi saksi. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang
saksi terhadap akad atau transaksi itu “dari saksi-saksi yang kamu
ridhai” kata “ridha” disini mengandung dua makna. Pertama, kedua
orang saksi itu harus adil dan di ridhai dikalangan jamaah (masyarakat).
Kedua, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi ada
kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang
saksi laki-laki. Maka dalam kondisi seperti ini syariat memberikan
kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya
syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang
melakukan tugas-tugas besar dikalangan di masyarakat Islam
(Nugraha, 2022b).

Pentingnya seorang saksi adalah mampu menghindarkan
mudhorot salah satunya kecurangan antara dua belah pihak, sehingga
walaupun pekerjaannya tidak banyak, namun pengorbanan atas waktu
yang diluangkannya wajib dihargai. Karena itu jika seorang saksi
memberikan kesaksian yang salah, baik perempuan maupun laki-laki
juga termasuk dosa dari perbuatannya (Faujiah, 2022a). Sebab apabila
yang seorang lupa maka yang satu bisa mengingatkan dan melengkapi
kesaksiannya. Di samping itu menurut kebiasaan, wanita biasanya tidak
melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda
lainnya yang masuk dalam lingkup transaksi sehingga ingatan mereka

tampak lemah dalam menangani masalah ini. Berbeda dengan urusan
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rumah tangga, biasanya mereka kuat ingatannya. Sebab secara fitrah,
manusia akan selalu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan
urusannya dan kesibukan wanita zaman sekarang tidak merubah prinsip
dari ketetapan hukum ini, sebab hukum ditentukan untuk umum dan
mayoritas umat (Musadad, 2019). Orang yang mengetahui fakta juga
termasuk salah satu dari kriteria seorang saksi. Orang tersebut harus
siap menjadi saksi, karena salah satu bentuk ibadah adalah dengan
menjadi saksi kebenaran. Disisi lain, mereka menutupi kesaksiannya
akan mendapat siksa dan dengan membuat kesaksian palsu termasuk
dosa. Dengan demikian setiap manusia harus mengatakan fakta saat
dimintai bersaksi, karena Allah SWT maha mengetahui segalanya
(Rofidah, 2022).

Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka diperlukan
satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan seperti yang
dikatakan diatas. Apabila kita membandingkan hal ini dengan aturan-
aturan Yahudi yang tidak mengakui kesaksian orang perempuan,
ternyata berbeda dengan pandangan Islam yang praktis tentang
pengambilan saksi-saksi (Ismail, 2020). Untuk membuktikan suatu
kebenaran di dalam suatu perkara saksi adalah salah satu alat bukti yang
diperlukan. Saksi sangat penting dalam membuka perkara-perkara
kejahatan seperti korupsi, pencurian dan lainnya. Kesaksian dari saksi
yang sedemikian sudah sepantasnya diberi penghargaan atau
memberikan sebuah hadiah atas kesaksiannya. Seringkali seorang saksi
mendapatkan segala ancaman yang secara fisik maupun mental yang
disebabkan karena telah dianggap memberatkan pihal-pihak di dalam
kasus yang diselidiki. Dalam pengungkapan suatu perkara, saksi
haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan. Karena seorang
saksi amat dibutuhkan (Basitha, 2017).

Aturan tentang transaksi non tunai dalam syariah terdapat
dalam Q.S Al-Bagarah ayat 282 yang mengatakan bahwa dalam

bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya oleh seorang
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penulis dan dipersaksikan oleh dua orang laki-laki, namun jika tidak
dua orang saksi laki-laki maka diperbolehkan satu orang lelaki dan
dengan dua orang saksi perempuan. Kontradiksi terhadap fakta yang
terjadi dalam praktek transaksi perbankan syariah pada saat ini adalah
tidak adanya keharusan saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki
(Abdillah, 2017). Bentuk aplikasi surat Al-Bagarah ayat 282 pada
perbankan syariah mengenai saksi, bahwa saksi-saksi yang digunakan
dalam era digital saat ini adalah dalam bentuk rekaman video CCTV
yang selalu mengawasi dan merekam setiap transaksi yang
berlangsung. Karena untuk zaman sekarang ini sulit mencari orang
yang jujur serta mau bersumpah untuk menjadi saksi dalam akad,
sehingga setiap transaksi akan terekam dalam dua bentuk, rekaman
video cctv serta rekaman data transaksi di buku setoran ataupun di
database milik perusahaan (Nugraha, 2022b).



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalahan sebagai berikut: Secara umum berdasarkan analisis
transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif penafsiran Q.S Al-
Bagarah ayat 282 menjelaskan antara lain. Keterkaitan antara peraturan-
peraturan terkait dokumen yang ada seperti UUD, Fatwa DSN-MUI,
peraturan Bl dan peraturan OJK dengan hasil penafsiran Q.S Al-
Bagarah ayat 282 pada beberapa kitab tafsir. Bahwa transaksi keuangan
syariah di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan dokumen yang ada
relevan dengan hasil penafsiran kitab tafsir. Hal tersebut dapat dilihat
dari salah satu peraturan yang ada tentang prinsip dan konsep dasar
perbankan syariah, bahwa adanya kewajiban untuk melakukan
pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan
adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan
notaris). Namun penerapan transaksi non tunai di Indonesia bahwa
saksi-saksi yang digunakan dalam era digital saat ini adalah dalam
bentuk rekaman video CCTV yang selalu mengawasi dan merekam
setiap transaksi yang berlangsung. Karena untuk zaman sekarang sulit
mencari orang yang jujur serta mau bersumpah untuk menjadi saksi
dalam akad, sehingga setiap transaksi akan terekam dalam dua bentuk,
rekaman video cctv serta rekaman data transaksi di buku setoran ataupun

di database milik perusahaan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas,

peneliti memberikan beberapa saran antara lain:
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1. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga
masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait analisis
transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Bagarah Ayat
282.

2. Mendorong pemerintah, praktisi dan akdemisi Islam baik untuk terus
merumuskan prinsip tentang transaksi keuangan syariah di Indonesia
yang relevan dengan perkembangan zaman.

3. Sebaiknya pemerintah melalui Kementrian Keuangan maupun Dewan
Syariah Nasional lebih cermat mengawasi dan menyaring transaksi-
transaksi yang disinyalir menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah

yang sebenarnya.
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s drang-orig yang berisman, apabila kanmu berreuamalab idak secara luan snioes

ks yang ditenisk b ket ey, Dan bendaklah seorang pensclis
& antara kam menulisnya dengan adil. Dan janganiah penulis enggan menulisnya,
karena Allah telah e, miaka ca mendis, dan bendaklah
orang yang berbuting s mengirmlakbian (i yang asan ditwls i), dan endalab
ia bertakwa kepada Allab Tuha dan ia rge sedikit pun
darinyen. Jika yang berbuiang it orang yang :emm akalnya atay lmal (keadaannya)
atay dia sendiri trdak manmpsu me . maka bendaklah walinya

mengimiakioan dengan juur. Dan pmmen,taanzah dengan dua orang saksi dari orang-
rang lelaks di antara kamn. [ika bukan dwa orang lelaki, maka (boleh) seorang
belaks i da orang perempuan dari sakit-sakss yang kamu ridhi, supaya jika
seorang fupa maka seorang lagh i-sakid ity enggan
(memberi koterangan) apabila wiereka dxpﬂz‘g{é dare jamganlah, demns jomse soeielis
butang itw, baik kecil maupun besar, sampai batas waktn (membayarinya. Yang
dermikian itw lebity adil di sisi_Allab dan lebih dapat meenguatkan persaksian dan
lebi dedeat keepade tidak (menimbubkan) keraguan karm. Tetaps jika ia merupatkan
perdagangan tunai_yang kap jalankan di antara kar, maka lak ada dosa bagi
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karu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persifesikaniah apabila kam berjual
bekiz dan jangantah penutis dan saksi memudbaratkan yang bermuamalab (dan jangan
Juga yang bermuansalak memdbararkan para saksi dan pemlis). Jike kamu laksekan
(yang demikian), maka sesunggibnya hal it adalah suats ksfasikan pada diri famu.
Dan bertakwalah kepada Allah; Aliab mengagarmu; dan Allab Maba Mengetabus
segala sesuatn.”

Inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qurdn, dan yang dikenal olch
para ulama dengan nama ~Ayas a/ Mudiyanab (ayat utang-piutang). Ayat ini
antara lain berbicara tentang anjuran — atau menurut sebagian ulama —
kewajiban menulis piutang dan memp i a di hadapan pihak
ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang
walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya

Ayat ini ditemnpatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan
berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan
transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang
tidak mampu membayar hutangnya sampai mercka mampu atau bahkan
menyedekahkan sebagian arau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan
uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran
dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah
dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih
sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantah
kekejaman dan kekerasan hati, maka dengn perintah menulis hutang-piutang
yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang
didambakan al-Qur’in, schingga lahir jalan tengah antara rahmat murni
yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh
pelaku riba.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah
bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Quein tidak bersimpati
terhadap orang yang iliki harra atau mengumpull Kesan keliru
itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta
dengan menulis hutang-piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya.
Seandainya kesan itu benar, tenrulah tidak akan ada tuntutan yang
sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang,

Di sisi lain, ayat scbelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang
memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan,
nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi

» Terjemahan Kitab Tafsir Al-Munir
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. Tafsir . s

Sebuah literatur tafsir Al-Quran yang harus Anda miliki, karena sangat lengkap dan
bagus. Buku ini merupakan jilid ke-1 dari 15 jilid yang kami terbitkan.

Athiyah, Dan
didikan
r pada tahun 1
o dan memperoleh gelar dokt
Al-Azhar Kairo.
2p mengisi seminar dan acara televisi di Damasku
Saudi. Ayah beliau

TAFSIR AL MUNIR JiLiD 2 N v Suan st-gagaran
e 152 P
. ) . 2o et s ot
maupun jiwa. Karena dunia pasti akan sirma, 3= 2232 5 @i 8 A0 o kg
harta kekayaan pasti akan musnah, sedangkan S i : i

akhirat pasti akan datang dan kekal. Hisab
atau penghitungan amal di hadapan Allah SWT
adalah sesuatu yang pasti, Allah SWT akan
memberi balasan kepada semua orang atas
yang adil dan setimpal tanpa ada sedikit pun
pengurangan atau penganiayaan. Oleh karena
itu, hendaklah setiap Mukmin waspada dan
takut kepada siksa Tuhannya, hendaklah ia
bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan
semua perintah-Nys dan menjauhi segala

ga dan diantara | yang
paling besar adalah riba. Barangsiapa yang
bertakwa, waspada dan takut kepada ancaman
siksa maka ia akan mendapatkan kebaikan
‘dan meraih kebahagiaan abadi di dalam surga
yang kekal nan abadi.

AYAT UTANG PIUTANG, AYAT JAMINAN
UTANG, MENGUATKAN MU'AMALAH TIDAK
SECARA TUNAI DENGAN MENCATAT ATAU
MEMPERSAKSIKAN ATAU DENGAN JAMINAN

al-Bagarah Ayat 282 - 283
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"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis
menolak untuk menuliskarnya  sebagaimara
Allak mengajarkan kepadanya, maka hendaklah
dia menuliskan. Dan hendakiah arang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuharnya, dan janganlah
dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika
yang berutang itu orang yang kurang akalnya
atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak
mendiktekan umﬂr}. ‘maka hendaklah wuﬁnyn
berar. D
dengan dus orang saksi laki-laki di antara kamu.
Jika tidak ada (saksi) dua omng laki-laki, maka
boleh) lakid
i antara orang-orang yang kamu sukai dari saksi
(yang ada), agar jika yang seorang lupa maka
yang seorang mengingatkannya. Dan janganiah
saksi-saksi ifu menolak apabila dipanggil. Dan
janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk
batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun
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besar.. Yang demikian itw, lebih adil di sisi Allah,
lebi dapat menguatkan kesaksian, dan lebih
mendekatkan  kamu  kepada  ketidakraguan,
kecuali fika hal itu merupakan perdagangan
tunai yang kamiu jalankan di antara kamu
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
memdisnya. Dan ambilah saksi apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penuiis dipersulit
dars begitu juga saksi. Jika kamu lakubkan (yang
demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan
pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allak,
Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan
jika kamu dalam perjalanan  sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang jaminan yang dipegang. Teiapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian  yang
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangriya) dan hendaklah dia
‘bertakwakepada Aliah, Tuhannya. Dan janganiah
kamu  menyembunyikan kesaksian, karena
barangsiapa yang menyernbunyikannya, sungguh,
hatinya kotor (berdosa). Allak Maha Mengetalui
apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 282-283)

Qiras "aat
1
d

dibaca dengan huruf kaf terbaca tasydid
dan huruf ra’ terbaca rafa’ (dhammah)
sebagai jawab huruf asy-Syarth (. Ini
adalah bacaan Hamzah.

2. (o dengan hamzah terbaca fathah sebagai

‘aamil naashib (menashbkan fi'
kerja yang jatuh sesudahnya), ini adalah
bacaan Imam yang lain. Sedangkan kata
§Fi5% hurufra'nya terbaca fathah karena
di‘athfkan kepada kata § 3 5

ip dibaca,

1 i) dengan dzal terbaca sukun dan kaf
tanpa tasydid, Iini adalah bacaan Ibnu
Katsir dan Abu ‘Ame.

2. (54 dengan dzal terbaca fathah dan kaf
terbaca tasydid, ini adalah bacaan Imam
yang lain.

i ap dibaca,
1. e

ok dengan membaca nashb
keduanya, ini adalah bacaan ‘Ashim,
berarti kata (o) adalah naagishah
(membutuhkan isim dan khabar).

membaca  nashb

2. dee DM dengan
keduanya, ini adalah bacaan Imam yang
lain, berarti kagna adalah taammah
(hanya membutuhkan faa '), dan faa‘ilnya
adalah kata tijaaratun.

43y dibaca,

1. (o kata Jama' (plural) deri kata ar-
Rahnu. Ini adalah bacaan jumhur

2. (i denganra’ danhasama-sama terbaca
dhammah, atau (3% dengan ha terbaca
sukun, ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan
Abu ‘Amr.

iy dibaca dengan mengganti

hamzah dengan huruf ya', ini adalah bacaan

Warsyi.

I'raab

4% ik 1P kata o kedudukan i'rabnya
adalah nashab dan berta‘allug dengan fiil
(kata kerja) 53 atau dengan €255 atau
dengan §—Up.

443 dhamir ha kembali kepada al-Madiin
(orang yang berutang).

4oty Jaoip ada kalanya menjadi khabar
dari mubtada® yang terbuang, kira-kiranya
adalah, (@115 jo, 4\l atau bisa dijadikan
faa'il dari fiil (kata kerja) yang dikira-kiraka
keberadaannya, yaitu (vi5 b, 5 dengan
menjadikan kata falyakun adalah kaana
taammah

45055 ) bertaaliug dengan kata
(44215 sedangkan huruf min memiliki arti
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kata kembali ini Allah SWT sedang memberikan kasih sayang-Nya kepada
orang-orang mulomin, karena penyebutan kata ini adalah salah satu penycbab

hati mereka menjadi lembut. Sedangkan jumhur ulama i bahwa
hari yang disebut pada ayat ini agar manusia memelihara dirinya adalah hari
kiamat, hari hisab dan hari ki tian mereka. kal lainnya

mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari kematian. Ibnu Athiyah
mengatakan™: Pendapat pertama lah yang paling benar, karena sesuai dengan
lafazh yang disebutkan pada ayat tersebut.

Para firman-Nya 1, J) (kepada Allak) terdapat kata yang dihilangkan,
ker ki yang seharusn dalah: kepada ketetapan Allah, atau kepada
takdir Allah. Sedangkan untuk kata 3»3 adalah dhamir yang tempat
kembalinya ada pada kata j¢'. bukan pada lafazhnya. Hanya saja, jika
menurut bacaan Al Hasan, yakni & o=, makakata 3 kembali pada dhanrir
Jamaah yang ada pada kata &5 x..

Pada ayat ini juga terdapat dalil yang tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa
ganjaran dan hukuman itu b kepada perb i saa(]udup
di dunia. Dalil ini dapat menjadi sebuah atas pendapat Jabari:
seperti yang telah kami ungkapkan sebelumnya.

Firman Allah:
WSEET ot g ) 25, 29155 3y e el Gl
e 55 of 36 U 5 Tt fada fs::.—ﬂ
s 45 B 55505 ST e ol iy 28 0T 1T
N’:JL:_-..L_;{Q,A;S;J’TA;TG s o€ off TR et

o it '.s-*yz—’-': sl-l--'b E .”M;‘J-zd@!ﬂ-—-’

T3 Lib. Tafsir fbnu Athivoh (2/499).
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& 5525 e o eS8 g5 6 off T3
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,_JJ l_n.és_,l Caad 552565 of 132823 3 1,85 C gy Akt
j #3305 T dne Jail 2yl ynd
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakiah kamu

Dan hendaklah 1g penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlak penu.rk enggan
sk i Allah telah maka
hendakiah ia lis, dan hendaklah orang yang b g itse
mengimlakkan (apa yang akan dmdc.r iru), dan hendaklah ia
bertagwa kepada Allah dan lah ia 2! 7
daripada Jika yang berutang itu orang yang

lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak
maka hendakiah walinya

dengan Jujrur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

1g lelaki (di Jika tak ada dua orang lelaki,

maka (bolek seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi ym-g kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang

lagi h saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jermu
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mgnu.!u utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

Yang itu, lebih adil di sisi Allah dan lebik
dapat mguc:hm persaksian dan lebik dekat kepada tidak
Ik (Fulislah lakmu its), kecuali

Jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di
antara Iumm, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

Dan p apabila kamu berjual beli; dan
Jjanganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa). Jika
hkamu lakukarn (vang demiki maka wva kal itu adalak

suatu Kefasikan pada dirimu. Dan bertagwalah kepada Allak; Allah
mengajarma; dan Allak Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(Qs. Al Bagarah [2]: 282)

Untuk ayat ini, dibahas limapuluh dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, g5y £:30135 133 bt el Gils Ha
orang-orang yang beriman. apabila kam be lah tidak secara
tunai.” Sa’id bin Musayyab Aku diperi untuk
munbermmimayuAle mmmulﬂunmmmyﬂmmmg
utang piutang.

[b:mAbbesnm@amkan Ayat ini khusus untuk masalah transaksi Salam
(pembelian barang yang k dian hari [p:
pembayarannya diberikan dimuka Ed), dan diturunkan pada kisah trnasaksi
Salam dalam 'y kota Madinah. Itulah asbab (sebab
turunnya) ayat ini, yang kemudian olch ijma para ulama dicakupkan untuk
seluruh transaksi yang berbentuk utang. Bahkan Ibnu Khuwaizimandad
mengatakan: Ayat ini mencakup tiga puluh hukum.

Lalu dari ayat ini beberapa ulama dari madzhab kami il dalil
umuk pembolehan d b dalam pinjam inj: seperti
pendapat yang disampaikan olch imam Malik. Karcna antara transaksi
peminjaman dan transaksi lainnya yang berbentuk utang tidak terlalu jauh
berbeda.

» Terjemahan Kitab Tafsir lbnu Katsir
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Dia ucapkan hal itu tiga kali. Dan pada kalimat terakhirnya hamba itu pun
berucap, “Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku
kelebihan harta, dan sku adalah seorang yang berdagang dengan orang-orang,
Di antara tabiatku adalh mempermudah urusan Maka aku berkan kemudahan
kepada orang yang dalam kemudahan dan memberi tangguh kepada orang
yang dalam kesulitan.’ Setelah itu Allah 3 berfirman, ‘Aku lebih berhak
memberikan kemudahan itu, masuklsh ke dalam surga

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu
Maj

Selanjutnya Allsh 3¢ menashati dan mengingatkan hamba-hambs-Nya
akan kefanaan dunia dan musnahnya semua harta kekayaan dan segala yang
ada di muka bumi. Untuk kemudian datang alam akhirat dan semua makhluk
kembali kepuda-Nya, dan Allsh Ta’ala menghisab semua yang pernsh mereka
lakukan, sena memberikan pahala sesuai dengan perbuatan mereka, yang
bu maupun yarg bk Dan Allh 8 mergingatkan mereka skan sikaan-

berf

4 - 1405 ) "Dan peliba alah
dirimu dari hdzaby\mg m,ud: pmﬂ)bun yang pada swakou icnfamy semua
1g masing diri dibers balasan yang
sempurna mm.;.xp. ymgld.lb Eheriabannye, miang mesehe Slhi: pn
tidak dianiaya (dirugikan). "

Ada yang meriwayatkan bahwa ayat ini merupakan ayat al Quran
yang terakhir turun. [bnu Lahi'sh meriwayatkan dari Atha’ bin Dinar,
54'id bin Jubair, ia mengatakan, ayat - Y wrun adakh
firman Allh 35, € 0,k 1y s 3 s )

Dan Rasulullsh 8 masih sempat hidup selama sembilan hari secelah
trunnya ayat ini, kemudian beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal
2 bulan Rabi'ul Awwal Demikian diriwayatkan Tbnu Abi Hatim.
yatkan Ibnu Mardawih, dai [bnu Abbas, kaun)-; ar

yang terakhir kal
Ausarini diriwayatlan pub cleh an-Nasa', dari Abdullah bin Abbas. Demician
fuga selah diriayatkan oleh sdh Dhabhak, a-Aufi,dari s Abbas.

2. Jice

’/'.).Jg\"_‘.,_._..,m (AT |
s A& b yaait e &,(....
Y)iij"hk,;j’;;l'w\s.j MITEETR

e e e e e e )

R e T

Tatse inu Katsie oz 3 -



104

RPN [ < PP (§- g S cSe T LIt

" T

.'_u:;{l;_!-'-l;a.r‘I_-',JJL d),._u._‘.\b,-,j..ajci._.a
oy J-ﬂxfsfw,,n_»ﬁ P f o P e

5 5 et

7 Skt o s % o
:."'i“b.‘s"gﬂ R ,.és*.i\.-’p;—;_;..@‘_.\ o)
A G ST G 1SS L 25 R Tt
'; e 9140 aky r_,ﬂ, PR P ot F:Q-., “1..1

£

Y Y A

TR S 0 et G003 5 3l 305 S 5G
Gr Eaor oz

-(5\_.,1_. it |=113‘_L,_.. L,’.,i_'.'(;

- e p il

e
Ty AL s\ y oy 2

- =% Azt
5{2 »—:‘,‘su‘».}5==:.' by
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamn berma'amalab tidak scara
tonai sk wakin yang di clalelab karn Dan
bendakiak sorang pennlis di antara kamn mennliskannya dengan benar.
Dan janganlab pennlis enggan mennliskannya sebagaimana Allab welah
mengajarkannya, maka bendaklab ia menwlis, dan bendakiab orang yang
berbutang itu mengimiakkan (apa yang akan ditnlis itn), dan bendakiah
1a berrakwa kepada Allab Rabbnya, dan jangantal ke mengnrangt secilit pun
dari butangnye. Jika yang berbutang itw orang yang lemab akalnya atan
lemab (keadaannya) atan dia sendiri tidak mampn mengimlakkan, maka
bendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lefakd (di antaramin ). Jika wk ada
dna orang lelaki, maka (boleh ) seorang lelaki dan dua orang perem puan
dari saksi-saks yang kamu ridbai, sepaya jika seorang Iupa maka sorang
lagi mengingathannya. Janganlab saks-saksi itn enggan (membert heterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlal kam jemn menulis butang icw,
baile kecil maspnn besar sam pet batas walkes memba yarnye. Yang demikian
dtsi, lebib adil di sisi Allab dan lebib dapat menguatkan persaksian dan

PSS ST T I A R R R

e e e e

s

se0 Tatsr lonw Katsi Jur 3

P NS )
LZ. SURAT AL BAQARAH‘ Py

lebib dekat kepada tidak (meni (Tulis Lab

e i), kecuali ika madamalal it perdagangan tunai yang s jalankan

di antara kamn, maka tak ad (ik.

Dan persaksikanlab apabila foe ba,.u beli; o [nganln.b pennlis dan

saksi saling sulit-menywickan. Jika kamy lakukan (yang demikian), maka
PP e ot etk iadeh

kepada Allab; Allab 1gaje ; dan Allab isegala
sesuatn. (QS. 2:282)

Ayatini mcmgakm ayae rm; palin pmyang didalam -Qur'an
Firman Allah 3, € ,5« 31,5, WGP "Hai orang.
b s b sl e e
€ dbennbar, bondablab karm memmlihannye.” 1ol merupakan pasbat dan
Dl lngan dert Allsh 28 bug] b aauba Tys yacg berlman, jika mevekia
melakukan muamalah secara tidak tumai, hendaklah mereka menulisnya supaya
b deps meciuge jumlah dan batas w;km muamalah terscbur, serta i
menguatkan bagi saksi. Dan Allah 3 celah ok tersebut pada
akhir ayat, di mana Dia berfirman, € 175 vr P 3l & e Wil (S0
“Yangdemikian itu lebib adil di sisi Allab dan lebib dapa: mengriatkan persaksian
s 1ot deeat kepaci tlak menimb ) her g -

»“FT; g:;xnxn

42 ot G TGD "Hai onang orang yang ber
iman, apabila e Berinmamalab tidak secara tunai urenk skiu yang J:lenm
kean, hendaklal kams menulis " Sufyan ats Tsauri

Tbau Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan denga.n
pemberian utang salam” dalam batas wakm yang ditentukan.

Sedangkan Qatadah menceritakan, dari Abu Hasan al-A'raj, dari Ibmu
Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesai-
kan pada tempo tertentu, telah dihalallan dan dikinkan r\llzh #4. Kemudian
ia mem bacakan ayat, _,._, o X &I ) Demikian
riwayat al-Bukhari.

Dan discbutkan di dalam kitab Shabibain (al-Bukhari dan Muslim), dari
Ibau Abbas, ia mazcenulun Bahwa Nabi 8 pernah datang di Madinah
sedang masyarakat di sana biasa mengungkan bush untuk tempo satu, dw,
atau tiga tahun. Lalu Rasululbh 2 bersabda:

(r:"‘J"J' 33 ool I B LD (Ll 2y
2 ; v roal B ab 4

akaran dan nmhnpn rang disepakati sampai batas wakru yang ditentukan.”
(HR. AV Bukhar das Mustin). &

lebih dulu, dan be d kemudian.
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Tempat/Tanggal Lahir
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Jurusan/Fakultas
No.HP

Email

10. Nama Ayah
11. Nama Ibu
B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a.
b.
C.
d.

SD/MI, Tahun Lulus
SMP/MTs, Tahun Lulus
SMA/MA, Tahun Lulus
S.1, Tahun Masuk

2. Pendidikan Non Formal

: Sifdiatul Kirom

: 1917202059

: Perempuan

: Islam

: Ciamis, 03 April 2001

: Sidarahayu RT 20/02 Kec. Purwadadi
: Ekonomi dan Keuangan Islam/FEBI
: 089685257598

: sifdiatulkirom03@gmail.com

: Mahmud

: Chotimah

: SD Negeri 2 Sidarahayu (2012)

: Mts Sidarahayu (2016)

: MA Negeri 2 Cilacap (2019)

:UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri (2019)
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a. Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cigaru 1 Majenang, tahun

b. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, tahun masuk 2019-sekarang

masuk 2016-2019
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